
SULTENG RAYA – Di 
tengah denyut kehidupan 
masyarakat yang masih 
berjibaku memenuhi ke-
butuhan pokok, laporan 
hasil pemeriksaan Ba-
dan Pemeriksa Keuan-
gan (BPK) Tahun 2025 
justru menyisakan tanda 
tanya besar. Angka-ang-
ka dalam LHP itu ber-
bicara lantang: dugaan 
perjalanan dinas fiktif, 
kelebihan bayar tagihan 
listrik, hingga pengadaan 

alat kesehatan tanpa izin edar.
Sorotan tajam itu disampaikan Pengamat Kebija-

kan Publik, Dedi Askary, SH, yang menilai laporan 
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Parigi Moutong atas 
LHP BPK Tahun 2025 membuka realitas yang tak 
bisa lagi ditutup dengan retorika kemitraan.

Hikmah Ramadan

OLEH: SUKRIADI, S.Fil.I.,MH
(Ketua FKUB Morowali Utara)
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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■ Baca PT VALE... Hal. 7■ Baca WASPADA... Hal. 7

PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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Distribusikan Bantuan 
Rumah kepada Korban 

Bencana di Sigi

PEMPROV SULTENG

GUBERNUR SULTENG Anwar Hafid didampingi Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae saat menyerahkan secara simbolis bantuan hunian kepada masy-
arakat Desa Poi dan Rogo, Rabu (4/3/2026). FOTO: ANTARA/DISKOMINFO SIGI

Gubernur Sulawesi Ten-
gah Anwar Hafid mengata-
kan bantuan rumah dan 
sarana prasarana utilitas 
umum tersebut dengan nilai 
mencapai Rp27,6 miliar.

“Total bantuan rumah 
itu ada 48 unit kepada war-

ga Desa Rogo dan Desa 
Poi yang dibangun melalui 
APBD Provinsi Sulawesi 
Tengah Tahun Anggaran 
2025, lengkap dengan sarana 
pendukung, dengan total 
anggaran sebanyak Rp9,6 
miliar.” Kata Anwar saat 

ditemui media di Sigi, Rabu.
  Ia mengemukakan ban-

tuan lainnya yang diberikan 
kepada masyarakat berupa 
sarana prasarana utilitas 
umum dengan anggaran 
Rp18 miliar.

 “Jadi bantuan Rp18 miliar 
ini mencakup pembangunan 
drainase, MCK, bedah rum-
ah, serta jalan lingkungan 
guna meningkatkan kualitas 
permukiman warga setem-
pat,” ucapnya.

  Ia menuturkan bahwa 
Kabupaten Sigi merupakan 
salah satu wilayah yang 
memiliki posisi strategis 
sebagai daerah penyangga 
ibu kota provinsi di Kota 
Palu.

“Mulai tahun ini dan sete-
rusnya perhatian terhadap 
Kabupaten Sigi cukup besar, 
baik melalui APBD provinsi 
maupun dukungan pemer-
intah pusat,” sebutnya.

 Sementara itu Bupati Sigi 
Moh Rizal Intjenae menye-
butkan bahwa bantuan hu-
nian dan infrastruktur yang 
diberikan pemerintah pro-
vinsi merupakan salah satu 
upaya dalam mengentaskan 
angka kemiskinan di daerah 
tersebut.

BANJIR menyebabkan arus lalu lintas terhambat di Kelurahan 
Watusampu, Kota Palu, Rabu (4/3/2026). FOTO: ANTARA/BPBD SULTENG

PRODUKSI nikel PT Vale (ilustrasi). FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA - Di 
tengah fluktuasi harga nikel 
dunia dan sorotan terhadap 
dampak industri tambang, 
PT Vale Indonesia Tbk me-
negaskan komitmennya 
menjadi industri solutif bagi 
Indonesia.

Pesan kuat itu disampai-
kan Head of External Rela-
tions Regional and Growth 

PT Vale, Endra Kusuma 
pada kegiatan Breakfasting 
Discussion bersama media, 
Senin (2/3/2026).

Tekanan global, kata En-
dra, justru menjadi momen-
tum memperkuat fondasi 
industri nasional. Sepanjang 
2025, harga nikel global 
mengalami tekanan signi-
fikan. 

Namun, PT Vale tetap 
mencatatkan kinerja stabil. 
Hingga November 2025, 
produksi nikel matte men-
capai 66.848 ton, naik 3 per-
sen secara tahunan, dengan 
total pendapatan US$902 
juta.

“Ketahanan industri tidak 
dibangun dalam satu musim 
harga tinggi. Ini hasil kon-

sistensi investasi, disiplin 
operasional, dan komitmen 
jangka panjang khususnya 
yang berdampak bagi masy-
arakat, lingkungan, dan 
dunia,” ujar Endra.

Mesin Pertumbuhan Baru
Komitmen tersebut juga 

tercermin melalui proyek 
strategis Indonesia Growth 
Project (IGP).

Di Pomalaa, proyek senilai 
US$4,5 miliar telah men-
capai progres konstruksi 
lebih dari 65 persen. Pen-
jualan perdana bijih nikel 
pada akhir Februari 2026 
menandai fase operasional 
yang semakin matang. 

Dengan kapasitas stock-

AREA HEAD Bank Mandiri Palu, Andi Sibly (kiri) saat mengun-
jungi stand pelaku usaha mikro yang berpartisipasi dalam 
kegiatan Pasar Ramadan Bank Mandiri Palu, di halaman 
kantornya, Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu, Rabu (4/3/2026). 
FOTO: RAHMAT KURNIAWAN

SULTENG RAYA - PT Bank Mandiri (Persero) 
Tbk, Area Palu menyelenggarakan Pasar Ramadan 
yang digelar di halaman kantor Bank Mandiri Palu 
di Jalan Sam Ratulangi, Rabu-Jumat (4-6/3/2026).

Momentum ini dimanfaatkan bank plat merah itu 
sebagai wadah mendukung UMKM lokal (mikro) 
Kota Palu dan menjadi sarana edukasi tentang 
pembayaran non tunai (cashless payment). 

Area Head Bank Mandiri Palu, Andi Sibly men-
gatakan, saat ini transformasi pembayaran masya-
rakat sudah bergeser ke segmen non tunai. Untuk 
itu, Andi menilai, penting untuk Bank Mandiri 
menjadi salah satu pionir Negara mengedukasi 
pelaku usaha mikro dan masyarakat untuk melek 
transaksi non tunai itu.

DEDI ASKARY

BULAN ramadhan 
adalah bulan pa-
ling penting bagi 
ummat Islam khu-

susnya di Indonesia. 
Masjid menjadi ramai, 

aktivitas ibadah menjadi 
meningkat, dan hubungan 
sosial antar masyarakat juga 

semakin baik. Walau demi-
kian, salah satu yang sering 
menjadi ujian adalah soal 
toleransi saat berpuasa.

Terkait aktivitas makan 
minum di ruang publik yang 
dilakukan oleh mereka yang 
tidak berpuasa

sering menjadi polemik. 

Apakah orang yang puasa 
harus menghormati orang 
yang tidak puasa, ataukah 
orang yang tidak berpuasa 
harus menghormati orang 
yang berpuasa??.

Kondisi ini menjadi sulit 
dijawab,  karena toleransi 
itu tidak ada pasalnya yang 
mengatur. 

Toleransi adalah wisdom 
yang lahir secara naluriah, 
dari kearifan hati manusia 
berdasarkan budaya yang 

dianutnya.
Menjadi toleran 

itu tidak sulit, cu-
kup dengan men-
gembalikan apa-
pun yang ingin 
kita lakukan 
menyangkut 
orang lain, 
t e r l e b i h 
d a h u l u 
k e p a d a 

SULTENG RAYA - Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah 
(Sulteng) melaporkan akses jalan di Dusun Wana, 
Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, 
terputus akibat banjir yang terjadi pada Selasa (3/3).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Sulteng 
Asbudianto dalam keterangannya di Palu, Rabu, 
mengatakan intensitas curah hujan tinggi menye-
babkan luapan air memutus arus lalu lintas dan 
menghambat aktivitas warga.

“Hujan yang berlangsung cukup lama di Kota 
Palu sejak (Selasa 3/3) pukul 01.30 hingga 19.05 
mengakibatkan banjir, memutus arus lalu lintas di 
Kelurahan Watusampu, serta menyebabkan akses 
jalan di Dusun Wana Kelurahan Tipo terputus 

Baca ORANG Hal. 7
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SULTENG RAYA – Polres Sigi mel-
alui Satuan Reserse Kriminal menanga-
ni dugaan tindak pidana persetubuhan 
terhadap anak di salah satu desa di 
Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten 
Sigi, dengan menetapkan seorang pria 
berinisial S (42) sebagai tersangka.

Saat dikonfirmasi pada Selasa 
(3/3/2026) di Mapolres Sigi, Kasat 
Reskrim AKP Siti Elminawati, mem-
benarkan penanganan perkara terse-
but. Menurutnya, berdasarkan hasil 

pemeriksaan sejumlah saksi dan alat 
bukti yang telah diperoleh, penyidik 
menetapkan satu orang sebagai 
tersangka. 

“Yang bersangkutan saat ini telah 
ditahan untuk kepentingan penyidi-
kan lebih lanjut,”ujar kasat. 

Atas perbuatannya, tersangka 
dijerat Pasal 473 ayat (1) dan ayat (2) 
huruf b Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2023 tentang KUHP, dengan 
ancaman pidana penjara paling 

lama 12 tahun. Penyidik menduga 
peristiwa tersebut terjadi dalam 
rentang waktu Agustus hingga 
Desember 2025 dan saat ini masih 
terus didalami guna melengkapi 
berkas perkara.

Korban dalam perkara ini merupa-
kan seorang anak perempuan berusia 
12 tahun. Proses penanganan dilaku-
kan dengan mengedepankan prinsip 
perlindungan anak serta menjaga 
kerahasiaan identitas korban. AMR

TERSANGKA kasus persetubuhan anak, saat diamankan di Mapolres Sigi, belum lama ini. FOTO: DOK SATRESKRIM POLRES SIGI

SULTENG RAYA - Polresta 
Palu kembali mengungkap kasus 
dugaan tindak pidana narkotika di 
wilayah Kecamatan Mantikulore, 
Kota Palu, Senin (2/3/2026) sekira 
pukul 13.30 Wita, terduga pelaku 
berinisial HF (38), warga Kelura-
han Talise Valangguni, diamankan 
beserta barang bukti narkotika jenis 
sabu dan diserahkan ke Satresnar-
koba Polresta Palu untuk proses 
hukum lebih lanjut.

Kasus ini bermula dari informasi 
yang diterima dari Bhabinkam-
tibmas Polsek Mantikulore yang 
mengamankan HF di kompleks 
Huntap 1 Kelurahan Tondo karena 
kedapatan membawa narkotika. 

Dari tangan HF, polisi menyita 
2 paket sabu, 2 batang pirex kaca, 
1 sendok sabu, dan 1 tas selem-
pang warna hitam. Barang haram 
tersebut diduga diperoleh dari 
seseorang yang tidak dikenal di wi-
layah Kayumalue untuk kemudian 
dikonsumsi dan dijual kembali di 
Kota Palu.

Kapolresta Palu, Kombes Pol. 
Hari Rosena, menyampaikan pen-
gungkapan perkara ini menun-
jukkan komitmen penuh jajaran 
Polresta Palu dalam memberantas 

peredaran gelap narkotika di wila-
yah hukumnya. 

“Kami berterima kasih atas peran 
serta masyarakat dan jajaran Pol-
sek yang proaktif memberikan 
informasi. Pengungkapan ini mem-
buktikan bahwa sinergi dengan 
masyarakat sangat penting dalam 
upaya pemberantasan narkoba,”u-
jar Kapolresta.

Sementara itu, Kasat Resnarkoba 
Polresta Palu, Kompol Usman, me-
negaskan pihaknya akan terus me-
nindak tegas peredaran narkoba se-
suai hukum yang berlaku. “Setiap 
laporan akan kami tindaklanjuti 
secara profesional dan proses hu-
kum terhadap pelaku akan berjalan 
sesuai ketentuan perundang-un-
dangan,” ungkap kasat.

Terhadap HF, polisi telah me-
nerapkan Pasal 114 ayat (1) dan 
Pasal 609 ayat (1) huruf A KUHP 
Nasional. Tindak lanjut yang telah 
dilakukan antara lain pembuatan 
laporan polisi, pelaksanaan tes 
urine terhadap terduga pelaku, 
serta pemeriksaan saksi-saksi. 
Penyidikan masih terus berjalan 
guna melengkapi berkas perkara 
sebelum diserahkan ke tahap pen-
untutan. AMR

SULTENG RAYA – Sebanyak 23 
personel jajaran Polresta Palu mene-
rima penghargaan atas dedikasi dan 
kinerja terbaik dalam pelaksanaan 
tugas, khususnya dalam keberhasi-
lan pengungkapan kasus pencurian 
kendaraan bermotor (curanmor), 
tindak pidana narkotika, serta pe-
layanan prima kepada masyarakat. 
Penghargaan tersebut diserahkan 
langsung Kapolresta Palu,Kombes 
Pol Hari Rosena, dalam apel pem-
berian penghargaan yang digelar di 
lapangan apel Polresta Palu, belum 
lama ini. 

Dalam amanatnya, Kapolresta 
menyampaikan apresiasi dan rasa 
bangga atas capaian kinerja para 
personel yang dinilai telah menun-
jukkan profesionalisme, loyalitas, 

serta integritas dalam menjalankan 
tugas sebagai pelindung, pengayom, 
dan pelayan masyarakat.

“Penghargaan ini merupakan 
bentuk apresiasi pimpinan kepada 
personel yang telah menunjukkan 
dedikasi dan prestasi. Saya berharap 
ini menjadi motivasi bagi seluruh 
anggota untuk terus meningkatkan 
kinerja dan memberikan pelayanan 
terbaik kepada masyarakat,”ujar 
Kapolresta.

Adapun 23 personel yang me-
nerima penghargaan berasal dari 
berbagai satuan kerja, yakni Satuan 
Reserse Narkoba (Satresnarkoba) 
atas keberhasilan pengungkapan 
kasus peredaran narkotika, Bhabin-
kamtibmas, Satuan Reserse Kriminal 
(Satreskrim) atas pengungkapan 

kasus curanmor, Seksi Humas (Sihu-
mas) atas optimalisasi publikasi dan 
keterbukaan informasi publik, serta 
personel Polsek jajaran Polresta Palu 
atas dedikasi dan pelayanan terbaik 
kepada masyarakat di wilayah hu-
kum masing-masing.

Keberhasilan pengungkapan 
sejumlah kasus menonjol terse-
but dinilai memberikan dampak 
positif terhadap situasi keamanan 
dan ketertiban masyarakat (kam-
tibmas) di wilayah hukum Polresta 
Palu.

Momentum ini diharapkan dapat 
semakin memperkuat soliditas in-
ternal serta meningkatkan semangat 
kerja dalam mewujudkan Polri yang 
Presisi dan semakin dicintai masya-
rakat. AMR

Murid SDN Kalora Ikut 
Sosialisasi Cegah Bullying

SULTENG RAYA – Pu-
luhan murid di SDN Kalora, 
Kabupaten Poso mengikuti 
sosialisasi pencegahan tin-
dakan perundungan (bul-
lying) yang disampaikan 
personel Bhabinkamtibmas 
Desa Kalora, Kecamatan 
Poso Pesisir Utara, belum 
lama ini. Sosialisasi ini di-
lakukan demi terciptanya 
lingkungan sekolah yang 
aman dan nyaman bagi 
anak-anak sekolah. 

Selain itu, kegiatan ini 
merupakan langkah pre-
ventif untuk memberikan 
edukasi kepada para murid 
mengenai bahaya serta dam-
pak negatif perundungan. 
Dalam kegiatan tersebut, 
para murid diberikan pe-
mahaman tentang berbagai 

bentuk bullying, baik se-
cara fisik, verbal, maupun 
melalui media sosial. Tin-
dakan perundungan dapat 
berdampak serius terhadap 
kondisi psikologis korban 
serta dapat menurunkan 
rasa percaya diri anak.

Tidak hanya itu, tindakan 
tersebut juga berpotensi 
memengaruhi prestasi bela-
jar siswa di sekolah. Murid 
diajak untuk memahami 
pentingnya saling meng-
hormati satu sama lain dan 
juga diingatkan agar selalu 
menghargai perbedaan di 
lingkungan sekolah.

Murid didorong untuk 
berani melaporkan kepada 
guru atau orang tua apa-
bila mengalami tindakan 
perundungan, juga diminta 

tidak ragu melaporkan jika 
menyaksikan adanya bul-
lying di sekitar mereka.

Kapolsek Poso Pesisir 
Utara, Iptu I Kadek Agus 
Hermanta, mengatakan, ke-
giatan ini merupakan bagian 
dari komitmen Polri dalam 
menciptakan lingkungan 
pendidikan yang aman dan 
nyaman.

Menurutnya, melalui so-
sialisasi ini, pihaknya ingin 
menanamkan pemahaman 
sejak dini kepada para sis-
wa agar tidak melakukan 
perundungan.Kapolsek 
menyatakan komitmennya 
untuk terus hadir memberi-
kan pembinaan dan perlin-
dungan kepada masyarakat, 
khususnya pada pemuda 
dan anak-anak. AMR

SEJUMLAH murid SDN Kalora, Kecamatan Poso Pesisiri Utara, Kabupaten Poso, saat mengikuti 
sosialisasi pencegahan bullying, belum lama ini. FOTO: IST

SEJUMLAH barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan dari tersangka 
berinisial HF, Senin (2/3/2026). FOTO:SATRESNARKOBA PALU

Pengedar Sabu 
Ditangkap di 

Huntap Tondo 

Seorang Pria 
Ditetapkan Tersangka 

Persetubuhan 
Terhadap Anak 

KAPOLRESTA Palu, Kombes Pol Hari Rosena, saat memberikan penghargaan kepada sejumlah personel yang berhasil men-
gungkap tindak pidana dan pelayanan prima, di Halaman Mapolresta Palu, belum lama ini. FOTO: HUMAS POLRESTA PALU  

Kapolresta Palu Beri Penghargaan 
Personel Kinerja Terbaik 



an keamanan, kebakaran, 
hingga korban luka akibat 
ledakan.

Kasatgas Tindak Ops 
Pekat I Tinombala 2026, 
Kompol Velly, menyam-
paikan bahwa kegiatan ini 
merupakan langkah preven-
tif guna mencegah potensi 
gangguan Kamtibmas sela-
ma Ramadan.

Menurutnya, selain pe-
nindakan, pendekatan per-
suasif dan humanis juga 
dikedepankan agar para 
pedagang memahami atu-
ran yang berlaku.

“Melalui kegiatan ini, 
kami berharap para pe-
dagang dapat bekerja sama 
dengan tidak menjual pe-
tasan atau mercon yang 
membahayakan. Mari ber-
sama-sama menjaga suasa-
na Ramadan tetap aman, 
nyaman, dan kondusif,” 
ujarnya.

Ops Pekat I Tinombala 
2026 merupakan operasi ke-
polisian kewilayahan yang 
bertujuan menekan berbagai 
bentuk penyakit masya-
rakat, seperti perjudian, 
peredaran minuman keras, 
premanisme, hingga poten-
si gangguan lainnya yang 
dapat meresahkan warga.

Dengan adanya razia dan 
imbauan ini, diharapkan si-
tuasi Kamtibmas di wilayah 
hukum Polda Sulawesi Ten-
gah tetap terjaga, sehingga 
masyarakat dapat menjalan-
kan ibadah di bulan suci 
Ramadan dengan tenang 
dan penuh khusyuk.*/YAT

SULTENG RAYA - Bencana longsor merupakan salah satu jenis 
bencana alam yang sering terjadi di wilayah perbukitan dan 

pegunungan, terutama saat musim hujan. Longsor terjadi ketika 
massa tanah, batuan, atau material lainnya bergerak menuruni 

lereng akibat gaya gravitasi

Sulteng nambaso
SULTENG RAYA
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LONGSOR atau tanah 
longsor adalah pe-
ristiwa perpinda-

han material seperti tanah, 
batu dan puing-puing dari 
tempat yang lebih tinggi ke 
tempat yang lebih rendah. 
Peristiwa ini biasanya dipi-
cu oleh curah hujan tinggi, 
gempa bumi, aktivitas vul-
kanik, maupun aktivitas 
manusia yang merusak st-
ruktur tanah.

Indonesia termasuk ne-
gara yang rawan longsor 
karena memiliki banyak 
wilayah perbukitan dan pe-
gunungan, seperti di daerah 
sekitar Pegunungan di Dus-
un Belas, Desa Pangi, Keca-
matan Baolan, Kabupaten 
Tolitoli, Sulawesi Tengah,  
Wilayah Kecamatan Baolan 
dan sekitarnya di Tolitoli 
memang rawan longsor dan 

banjir, terutama saat curah 
hujan tinggi. 

Berikut beberapa faktor 
utama penyebab longsor 
yaitu Curah Hujan Tinggi 
(Hujan deras dalam waktu 
lama menyebabkan tanah 
menjadi jenuh air sehing-
ga kehilangan daya ikat-
nya),  Kondisi Geologi dan 
Kemiringan Lereng (Le-
reng yang curam dengan 
struktur tanah labil lebih 
berisiko mengalami longs-
or), Penggundulan Hutan 
(Penebangan liar dan alih 
fungsi lahan mengurangi 
akar pohon yang berfungsi 
menahan tanah) dan Aktivi-
tas Manusia (Pembangunan 
tanpa perencanaan yang 
baik, seperti pemotongan 
tebing secara sembarangan, 
dapat melemahkan struktur 
tanah). 

Rolinsa

Bencana Longsor: Ancaman 
Nyata di Musim Hujan

Penulis: Rolinsa & Ni Luh Fidriana 
Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Palu

Bencana longsor memba-
wa berbagai dampak nega-
tif, antara lain Korban Jiwa 
dan Luka-Luka Kerusakan 
Rumah dan Infrastruktur 
seperti jalan, jembatan, dan 
fasilitas umum. Kerugian 
Ekonomi akibat rusaknya 
lahan pertanian dan tempat 
usaha. Gangguan Sosial dan 
Psikologis bagi masyarakat 
terdampak. 

Untuk mengurangi ri-
siko longsor, diperlukan 
langkah-langkah berikut 
Reboisasi dan Penghijauan 
(Menanam kembali pohon 
di daerah rawan longsor 
untuk memperkuat struktur 
tanah), Pembangunan Drai-
nase yang Baik (Mengatur 
aliran air agar tidak meng-
genang dan melemahkan 
tanah), Pemetaan Daerah 
Rawan Longsor (Pemerin-
tah perlu melakukan kaji-
an dan sosialisasi kepada 
Masyarakat), Edukasi dan 
Kesiapsiagaan Masyarakat 
(Warga perlu memahami 
tanda-tanda awal longsor, 
seperti retakan tanah, pohon 
miring, atau suara gemuruh 
dari dalam tanah. Penataan 
Tata Ruang yang Tepat) 
serta menghindari pem-
bangunan permukiman di 
lereng curam dan kawasan 
rawan bencana.

Bencana longsor merupa-
kan ancaman serius, khu-
susnya di negara beriklim 
tropis dengan curah hujan 
tinggi seperti Indonesia. 
Penyebabnya dapat berasal 
dari faktor alam maupun 
aktivitas manusia. Oleh ka-
rena itu, diperlukan kerja 
sama antara pemerintah, 
lembaga terkait, dan masy-
arakat untuk melakukan 
pencegahan serta mening-
katkan kesiapsiagaan guna 
meminimalkan dampak 
yang ditimbulkan.***

Ni Luh Fidriana

Kegiatan ini dilakukan 
dalam rangka menjaga situ-
asi keamanan dan ketertiban 
masyarakat (Kamtibmas) 
tetap kondusif selama bulan 
suci Ramadan 1447 Hijriah.

Razia dilaksanakan di se-
jumlah titik yang terindikasi 
menjual petasan dan mercon 
dengan daya ledak tinggi di 
Wilaya Kota Palu. 

Dalam kegiatan terse-

SULTENG RAYA - Wujud 
kepedulian terhadap masy-
arakat wilayah kepulau-
an, Pangdam XXIII/Pala-
ka (PW), Wira Mayjen TNI 
Jonathan Binsar Parluhutan 
Sianipar, menyerahkan ban-
tuan perahu ketinting bagi 
siswa-siswi di tiga desa wi-
layah Kepulauan Togean, 
Kabupaten Tojo Una-Una, 
Jumat (27/2/2026).

Kegiatan tersebut turut 
dihadiri oleh Bupati Tojo 
Una-Una Ilham S. Lawidu, 
Dandim Kodim 1307/Poso 
Letkol Arm Edi Yulian Bu-
diargo, S.Sos., M.Han, Camat 
Una-Una Bapak Burhan, S.P., 
para kepala desa se-Keca-
matan Una-Una, para kepala 
SDN 1 dan SDN 2 Wakai, ser-
ta tokoh masyarakat, tokoh 
adat dan tokoh agama setem-
pat. Pangdam menjelaskan, 
bantuan ini merupakan ben-
tuk perhatian TNI terhadap 
kesulitan anak-anak sekolah 
di wilayah kepulauan dalam 
mengakses pendidikan.

“Wilayah ini adalah ke-
pulauan. Saya mendapat 
laporan masih banyak anak-
anak yang kesulitan mengak-
ses sekolah dari rumahnya. 
Jadi ini adalah bentuk perha-
tian kami. Nilainya mungkin 
tidak seberapa, tetapi ini wu-
jud kepedulian kepada anak-
anak kita. Anak-anak inilah 
yang 10 sampai 20 tahun ke 
depan akan menggantikan 
kita. Jangan sampai mereka 
mengalami kesulitan seperti 
generasi sebelumnya yang 
harus berangkat dini hari 
dan menempuh perjalanan 
berjam-jam. Generasi mereka 
harus jauh lebih baik dari 
kita,” tegas Pangdam.

PANGDAM XXIII/Palaka, Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan 
Sianipar didampingi Bupati Tojo Una-Una Ilham S. Lawidu, saat bera-
da di atas perahu ketinting bersama anak-anak SD di wilayah kepulau-
an, Jumat (27/2/2026). FOTO: PENDAM XXIII/PW

WUJUD KEPEDULIAN TNI AD

Pangdam XXIII/PW Berikan 
Bantuan Perahu Ketinting di Touna

Menurutnya, dengan ada-
nya listrik, internet, serta 
dukungan mesin kapal, ak-
ses pendidikan di wilayah 
kepulauan harus semakin 
mudah. Ia menekankan bah-
wa seluruh pihak memiliki 
tanggung jawab bersama 
dalam memastikan anak-
anak dapat bersekolah tanpa 
hambatan jarak dan trans-
portasi.

Sementara, Bupati Tojo 
Una-Una I lham Lawi-
du dalam sambutannya 
menyampaikan apresiasi 
dan rasa terima kasih atas 
perhatian jajaran Kodam 
XXIII/Palaka Wira terhadap 
masyarakat kepulauan.

“Atas nama pemerintah 
daerah dan seluruh masy-
arakat Tojo Una-Una, kami 
menyampaikan terima kasih 
dan penghargaan seting-
gi-tingginya kepada Bapak 
Pangdam dan jajaran. Bantu-
an ini bukan sekadar perahu, 
tetapi jembatan harapan bagi 
anak-anak kami di kepulau-
an. Kondisi geografi s daer-
ah kami memang menjadi 
tantangan tersendiri. Masih 
ada siswa yang harus menye-
berang laut setiap hari demi 

bisa sampai ke sekolah,” ujar 
Bupati.

Pangdam XXIII/Palaka 
Wira berharap bantuan ini 
dapat dimanfaatkan dengan 
baik, dijaga dan dirawat 
secara bersama-sama demi 
keberlanjutan penggunaan-
nya. Ia menegaskan bahwa 
perahu ketinting ini bukan 
sekadar sarana transportasi, 
melainkan investasi untuk 
masa depan generasi penerus 
di wilayah kepulauan.

Dalam proses pembuatan-
nya, perahu ketinting terse-
but turut memberdayakan 
para pengrajin lokal sehingga 
menciptakan lapangan pe-
kerjaan dan menggerakkan 
perekonomian masyarakat 
setempat. Hal ini menun-
jukkan bahwa bantuan yang 
diberikan tidak hanya ber-
dampak pada aspek sosial, 
tetapi juga ekonomi.

Kegiatan penyerahan ban-
tuan berlangsung dengan 
penuh kehangatan dan se-
mangat kebersamaan, seba-
gai simbol sinergi TNI dan 
pemerintah daerah dalam 
membangun wilayah ke-
pulauan yang maju dan se-
jahtera.*/YAT

PERSONEL Satuan Tugas Operasi Pekat I Tinombala 2026 saat menggelar razia sekaligus membe-
rikan imbauan kepada para pedagang petasan dan mercon di wilayah Kota Palu, Jumat  (27/2/2026) 
malam. FOTO: DOK POLDA SULTENG

Polda Sulteng Razia 
Petasan Cegah Gangguan 

Kamtibmas Selama Ramadan

SULTENG RAYA - Kepolisian Daerah Sula-
wesi Tengah (Sulteng) melalui Satuan Tugas 
Operasi Pekat I Tinombala 2026 menggelar 
razia sekaligus memberikan imbauan kepada 
para pedagang petasan dan mercon di wilay-
ah Kota Palu, Jumat  (27/2/2026) malam.

S U L T E N G  R A Y A  - 
Pangdam XXIII/Palaka 
Wira (PW), Mayjen TNI J. 
Binsar Parluhutan Sianipar 
melaksanakan silaturahmi 
dan koordinasi dengan 
Bupati Tojo Una-Una (Tou-
na), Ilham Lawidu, S.H. 
yang berlangsung di Kantor 
Bupati Tojo Una-Una, Jalan 
Merdeka, Kota Ampana, 
Kabupaten Tojo Una-Una, 
Kamis (26/2/2026).

Pertemuan tersebut, men-
jadi momentum strategis 
dalam memperkuat sinergi 
antara pemerintah daerah 
dengan Kodam XXIII/Pala-
ka Wira, khususnya koordi-
nasi pengembangan satuan 
jajaran Kodam di wilayah 
Kabupaten Tojo Una-Una. 
Fokus utama pembahasan 
diarahkan pada upaya ber-
sama menjaga kondusivitas 
wilayah agar tetap aman, 
stabil,  dan mendukung 
kelancaran pembangunan 
daerah.

Selain itu, kedua pihak 
juga membahas kolabo-

but, personel Ops Pekat I 
Tinombala melakukan pe-
meriksaan terhadap barang 
dagangan para pedagang 
serta memberikan edukasi 
agar tidak menjual petasan 
berbahaya yang berpotensi 
mengganggu ketenangan 
masyarakat saat menjalan-
kan ibadah puasa.

Petugas menegaskan bah-
wa penggunaan petasan se-
cara berlebihan tidak hanya 
mengganggu kekhusyukan 
ibadah, tetapi juga berisi-
ko menimbulkan ganggu-

PANGDAM XXIII/Palaka Wira, Mayjen TNI J. Binsar Parluhutan Sianipar 
saat salam komando bersama Bupati Touna, Ilham Lawidu, di Kantor Bupati 
Tojo Una-Una, Jalan Merdeka, Kota Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una, 
Kamis (26/2/2026). FOTO: PENDAM XXIII/PW

Pangdam XXIII/PW dan Bupati Touna 
Perkuat Sinergi Pembangunan 

dan Stabilitas Wilayah

rasi dalam pengemban-
gan potensi wilayah yang 
dapat disinergikan dengan 

peran Kodam XXIII/Pala-
ka Wira, terutama dalam 
sektor ekonomi kerakyatan, 

pemberdayaan masyarakat  
dibidang kelautan, serta 
peningkatan kesejahteraan.

Pangdam XXIII/Palaka 
Wira menegaskan komit-
men TNI AD untuk selalu 
hadir bersama pemerin-
tah daerah dan masyarakat 
dalam menjaga stabilitas 
keamanan serta mendukung 
program-program pemban-
gunan yang berorientasi 
pada kesejahteraan rakyat.

Sementara, Bupati Tojo 
Una-Una menyampaikan 
apresiasi atas perhatian dan 
dukungan Kodam XXIII/
Palaka Wira terhadap pem-
bangunan daerah serta ber-
harap sinergi yang telah ter-
jalin dapat terus diperkuat 
demi kemajuan Kabupaten 
Tojo Una-Una.

Silaturahmi ini diharap-
kan menjadi fondasi kuat 
dalam membangun kerja 
sama berkelanjutan antara 
TNI dan pemerintah daerah  
Tojo Una-Una guna mewu-
judkan wilayah yang aman, 
maju, dan sejahtera.*/YAT
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SUZUKI-New Carry-FD 1.5 PU MT 2020 DN-
8714NB. HONDA-CB-150 R STREETFIRE 2022 
DN2955IX.

YAMAHA-JUPITERMXKING-150 2024 DN-
5644PU. HONDA-CRF-150L 2024 DN2405PU.

DAIHATSU XENIA LI DELUXE PLUS VVTI 1.0 
MT 2008 DN1060UY.  WULING-CONFERO-1.5 
MT 2019 DN1939NB.  TOYOTA-NEW AGYA-G 
1.2 MT 2022 DN1503KI.  YAMAHA-NMAX-150 
2018 DN4810IH. SUZUKI APV-MEGA CARRY 
PU 1.5 MT 2014 DN8141BN.

TOYOTA-ALL NEW FORTUNER-DIESEL VRZ 
4X2 2.4 AT 2021 DN1NW. 

HONDA-VARIO-125FICBSISS 2022 DN2817YW. 
YAMAHA-FINO-FIPREMIUMSE 2015 DN-
2322NZ.  HONDA-ALLNEWBRIO-SATYA S 1.2 
MT 2024 DN1151BF.

TOYOTA NEW AVANZA VVTI S 1.5 MT 2011 
DN1404NE

PT BFI FINANCE PALU
(0451-422678)

Penawaran Atas Unit :

“Hingga saat ini, tidak 
ada laporan mengenai WNI 
yang terdampak langsung 
secara fi sik, maupun laporan 
adanya ancaman keama-
nan yang menyasar warga 
kita (WNI) secara spesifi k,” 
begitu kata Roy saat dihu-
bungi dari Jakarta, Senin 
(2/3/2026) dini hari. Kata 
dia, dari 329 WNI yang ma-
sih bertahan di Iran, dido-
minasi kalangan akademik, 
maupun mahasiswa. Di 
antara mereka, kebanyakan 
berdomisili di Teheran, dan 
Qom di sisi selatan ibu kota.

“Untuk evakuasi, saat 
ini belum kita lakukan,” 
ujar Roy. Dia menerangkan, 
keputusan evakuasi harus 
berdasar atas perintah dari 
Pemerintah Indonesia di 
Jakarta. Pun kebijakan eva-
kuasi itu, kata Roy dilaku-
kan atas kewenangan penuh 
pemerintahan di Indonesia.

“Kebijakan mengenai eva-
kuasi, tetap menjadi kewe-

nangan penuh Pemerintah 
Pusat di Jakarta yang di-
dasarkan pada kajian risiko 
komprehensif demi menja-
min keberhasilan operasi di 
lapangan, dan detail teknis 
rencana kontijensi saat ini 
yang bersifat rahasia,” ujar 
dia. Kedutaan Besar In-
donesia di Iran, kata Roy 
tetap pada prinsip apabila 
evakuasi WNI dilakukan 
harus gelar dengan prioritas 
penyelamatan yang akurat. 
“KBRI memegang teguh 
prinsip bahwa setiap ke-
putusan mengenai bantuan 
atau evakuasi harus dilaku-
kan dengan tepat, terukur, 
dan mengutamakan kesela-
matan. Dan bukan sekadar 
mengejar kecepatan namun 
berisiko bagi warga,” ujar 
Roy. Sebelumnya, Roy juga 
menyampaikan tentang oto-
ritasnya di Teheran yang 
mengimbau agar semua 
simpul WNI di Iran tetap 
menjalin komunikasi untuk 

ASAP mengepul di pusat kota Teheran setelah Israel kembali melancarkan serangan udara ke Iran, Ahad (1/3/2026). FOTO: EPA

Pemerintah Indonesia Belum 
Putuskan Evakuasi 329 WNI di Iran

SULTENG RAYA - Pemerintah Indonesia 
belum membuat rencana mengevakuasi war-
ga negaranya dari Iran. Kedutaan Besar Indo-
nesia di Teheran mencatat ada sebanyak 329 
warga negara Indonesia (WNI) yang masih 
bertahan di Iran. Duta Besar Luar Biasa Indo-
nesia di Iran, Roy Soemirat menyampaikan 
kepada Republika, seluruh WNI yang terca-
tat resmi di kedutaan dan tinggal sementara 
di beberapa kota di Iran, terkonfi rmasi dalam 
keadaan baik, dan selamat pascaserangan 
Zionis Israel-Amerika Serikat (AS) ke Negara 
Para Mullah itu.

memastikan keadaan dan 
keselamatan.

Iran saat ini dalam kon-
disi bertahan dari perang 
terbuka yang dilancarkan 
militer gabungan penjajah 
Zionis Israel-AS. Pada Sabtu 
(28/2/2026)  Zionis-AS 
membombardir Iran den-
gan misil dan rudal yang 
meluluhlantakkan bebe-
rapa wilayah, termasuk di 
Ibu Kota Teheran. Agresi 
Zionis-AS itu, sementara ini 

mencatatkan angka korban 
jiwa lebih dari 201 warga 
sipil, dan melukai lebih 
dari 700 orang. Serangan 
rudal dan misil Zionis-AS 
itu pun menyasar sekolah 
anak-anak dan perempuan 
yang juga berujung pada 
munculnya korban jiwa. 

Pada Ahad (1/3/2026) Pe-
merintahan Iran melaporkan 
Wali Agung Ayatullah Ali 
Khamenei syahid setelah 
30 rudal dan misil meng-

hantam rumah sekaligus 
kantor Pemimpin Tertinggi 
Iran itu. Sejumlah petinggi 
militer dan para jenderal, 
pun gugur dalam serangan 
Zionis-AS itu. Iran yang 
dalam posisi diserang dan 
bertahan, mencoba melawan 
agresi itu dengan membalas 
serangan ke wilayah pendu-
dukan Israel, dan basis-basis 
militer AS di negara-negara 
Teluk Arab. Iran mengirim-
kan drone penyerbu dan 

peluru-peluru kendali ke 
pangkalan-pangkalan mili-
ter AS di Arab Saudi, Bah-
rain, Dubai, Qatar, Kuwait, 
dan negara-negara Arab 
lainnya. 

Di negara-negara Teluk 
itu, pun banyak WNI yang 
berstatus sebagai pekerja. 
Namun Pemerintah Indone-
sia, maupun kedutaan Indo-
nesia di negara-negara yang 
terkena dampak serangan 
balasan Iran itu, belum men-

gumumkan proses evakuasi. 
Sampai saat ini, serangan 
terhadap Iran, dan balasan 
serangan Iran ke wilayah 
pendudukan Israel, dan ba-
sis-basis militer AS di Teluk 
masih terus terjadi. Sejak 
Ahad (1/3/2026) Iran, pun 
menutup lalu lintas Selat 
Hormuz yang menjadi titik 
laut paling krusial dalam 
mobilitas logistik bahan 
bakar minyak di seluruh 
dunia.RPB

SULTENG RAYA - Harga 
emas diperkirakan memulai 
pekan perdagangan baru 
dengan lonjakan tajam saat 
pasar Asia dibuka, menyusul 
meningkatnya risiko geopo-
litik sepanjang akhir pekan 
yang mendorong investor 
memperkuat posisi defensif.

Sejumlah analis mengata-
kan kepada Gulf News bah-
wa reaksi awal kemungkinan 
berupa lonjakan harga (gap 
up). Namun, keberlanjutan 
kenaikan tersebut akan ber-
gantung pada apakah inves-
tor tetap memperlakukan 
emas sebagai lindung nilai 
utama, atau justru aksi beli 
mereda setelah penyesuaian 
posisi awal selesai dilakukan.

Mohanad Yakout, analis 
pasar senior Scope Markets, 
mengatakan sentimen pem-
bukaan pasar kemungkinan 
kuat, dengan satu level harga 
krusial yang akan menjadi 
penentu arah selanjutnya.

“Emas sangat mungkin 
dibuka dengan lonjakan 
kenaikan yang signifikan 
ketika pasar Asia mulai di-
perdagangkan, mengingat 
intensitas eskalasi geopolitik. 
Level kunci yang perlu diper-
hatikan adalah 5.600 dolar 
AS, yang merupakan rekor 
tertinggi sebelumnya sekali-
gus menjadi batas psikologis 
penting,” ujar Yakout.

BATANGAN emas dipajang di sebuah toko perhiasan di emirat 
Teluk Sharjah, Uni Emirat Arab. FOTO: EPA

Bursa Komoditas Dibuka, 
Harga Emas Diproyeksikan Langsung Meroket

Menurut dia, pergerakan 
harga di sekitar level tersebut 
lebih penting dibandingkan 
besaran kenaikan awalnya.

“Jika emas hanya sem-
pat menembus level itu lalu 
kembali turun, maka itu men-
unjukkan aktivitas lindung 
nilai jangka pendek. Namun, 
jika harga menembus 5.600 
dolar AS dan bertahan di 
atasnya dengan minat beli 
yang berkelanjutan, maka 
itu mengindikasikan perge-
seran yang lebih struktural 
menuju strategi ‘haven-fi rst’,” 
katanya.

LEVEL YANG DICER-
MATI PELAKU PASAR

Analis lain memandang 
pergerakan awal emas dari 
sisi zona resistensi yang ber-
potensi menentukan arah sesi 
perdagangan.

Michael Brown, analis riset 
senior Pepperstone, men-
gatakan pasar cenderung 
mengambil posisi defensif 
saat pembukaan, dengan 
dua level yang kemungkinan 
besar menjadi perhatian.

“Sangat jelas emas akan 
dibuka lebih tinggi karena 
pelaku pasar mengurangi 
risiko dan mencari aset aman 
sebagai respons atas peris-
tiwa geopolitik akhir pekan 
ini,” ujar Brown.

Ia menambahkan, “Level 

5.400 dolar AS per ons, diikuti 
rekor tertinggi akhir Januari 
di 5.595 dolar AS per ons, 
menjadi level penting yang 
perlu diperhatikan di sisi 
kenaikan.”

Sementara itu, Vijay Vale-
cha, kepala investasi Century 
Financial, menilai konfi rmasi 
pergeseran strategi jangka 
panjang berada di rentang 
harga yang sedikit lebih ren-
dah.

“Emas kemungkinan me-
mulai perdagangan Asia 
dengan lonjakan kuat, men-
cerminkan meningkatnya 
ketegangan geopolitik dan 
peralihan ke aset yang lebih 
aman. Harga akhir pekan 
sekitar 5.430 dolar AS, naik 
sekitar 136 dolar AS, men-
unjukkan pasar memasuki 
pekan ini dengan lebih ber-
hati-hati,” ujarnya.

Menurut dia, jika emas 
mampu bertahan di atas 5.450 
hingga 5.500 dolar AS, maka 
hal itu menandakan pergese-
ran dari lindung nilai jangka 
pendek menuju strategi aset 
aman jangka panjang.

PERAN DOLAR AS 
DAN IMBAL HASIL 

OBLIGASI
Dalam perdagangan awal, 

harga emas biasanya dipen-
garuhi pergerakan dolar AS 
dan imbal hasil obligasi pe-

merintah AS. Namun, para 
analis memperkirakan fase 
awal kali ini lebih banyak di-
picu oleh penyesuaian posisi 
dan selera risiko dibanding-
kan korelasi makroekonomi 
tradisional.

Yakout mengatakan emas 
tetap dapat menguat meski 
dolar AS solid pada saat ter-
jadi guncangan besar, dengan 
imbal hasil riil yang lebih 
menentukan.

“Pada jam-jam awal per-
dagangan, arah emas ke-
mungkinan lebih didorong 
oleh permintaan aset aman 
dibandingkan korelasi tradi-
sional,” ujarnya.

Ia menambahkan faktor 
makro yang lebih penting 
adalah imbal hasil riil obligasi 
pemerintah AS.

“Jika investor berbon-
dong-bondong masuk ke 
obligasi dan imbal hasil riil 
turun, maka biaya peluang 
memegang emas yang tidak 
memberikan imbal hasil men-
jadi lebih rendah, sehingga 
membuat emas lebih mena-
rik,” katanya. Charu Chana-
na, Kepala Strategi Investasi 
Saxo Bank, sependapat dan 
menolak anggapan bahwa 
pasar harus memilih antara 
dolar AS atau emas.

“Permintaan aset aman 
bisa mengangkat dolar AS 

sekaligus emas. Bukan salah 
satu,” ujarnya.

Valecha juga menilai ke-
berlanjutan kenaikan emas 
akan sangat bergantung pada 
pergerakan imbal hasil riil 
ketika pasar mulai memper-
hitungkan dampak inflasi 
dari kenaikan harga energi.

“Emas mungkin melonjak 
terlebih dahulu karena kek-
hawatiran geopolitik, tetapi 
kenaikan yang bertahan lama 
bergantung pada apakah im-
bal hasil riil turun,” ujarnya.

“Jika imbal hasil obligasi 
pemerintah turun sementara 
ekspektasi infl asi tetap tinggi 
akibat kenaikan harga energi, 
maka imbal hasil riil akan 
semakin melemah, yang bi-
asanya mendukung harga 
emas,” tambahnya.

Bank Sentral Borong Emas
Sebelumnya, Kementerian 

Perdagangan (Kemendag) 
menyebut penguatan harga 
patokan ekspor (HPE) emas 
pada periode pertama Maret 
2026 telah didorong pembeli-
an oleh sejumlah bank sentral 
global di tengah dinamika 
ekonomi.

Direktur Jenderal Per-
dagangan Luar Negeri Ke-
mendag Tommy Andana 
mengatakan, HPE emas me-
ningkat dari 159.475,43 dolar 
AS per kilogram menjadi 

161.568,53 dolar AS per kilo-
gram. Harga referensi (HR) 
emas juga naik dari 4.960,24 
dolar AS per troy ounce (t oz) 
menjadi 5.025,35 dolar AS per 
troy ounce.

"Kenaikan harga emas 
didorong oleh meningkatnya 
permintaan safe-haven serta 
pembelian oleh sejumlah 
bank sentral global di tengah 
meningkatnya tantangan 
ekonomi dunia," ujar Tommy 
dalam keterangan di Jakarta, 
Sabtu (28/2/2026).

Sementara itu, HPE kon-
sentrat tembaga (Cu ≥ 15 per-
sen) untuk periode pertama 
Maret 2026 sebesar 6.684,18 
dolar AS per Wet Metric Ton 
(WMT). Nilai tersebut turun 
0,12 persen dibandingkan 
periode kedua Februari 2026 
yang tercatat sebesar 6.692,35 
dolar AS per WMT.

Tommy menyampaikan, 
penurunan HPE konsentrat 
tembaga dipengaruhi oleh 
aksi ambil untung dan pen-
guatan dolar AS di tengah 
fase konsolidasi harga tem-
baga global.

Selama periode pengum-
pulan data, harga temba-
ga London Metal Exchange 
(LME) sempat menembus 
13.000 dolar AS per ton dan 
mencapai sekitar 13.300 dolar 
AS per ton pada 11 Februari, 

sebelum terkoreksi ke kisaran 
12.500-12.700 dolar AS per 
ton dan kembali bergerak 
mendekati 13.200 dolar aS per 
ton pada akhir Februari 2026.

"Dalam rentang penghitun-
gan tersebut, harga tembaga 
(Cu) turun 1,44 persen dan 
perak turun 15,09 persen, se-
mentara emas (Au) naik 1,31 
persen," kata Tommy.

Ketentuan tersebut di-
tetapkan dalam Keputusan 
Menteri Perdagangan (Kep-
mendag) Nomor 375 Tahun 
2026 tentang Harga Patokan 
Ekspor dan Harga Referensi 
atas Produk Pertambangan 
yang Dikenakan Bea Keluar 
tertanggal 27 Februari 2026, 
yang berlaku untuk periode 
1-14 Maret 2026.

Penetapan HPE dan HR 
didasarkan pada masukan 
teknis Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) yang mengacu pada 
harga pasar internasional. 
Harga tembaga merujuk pada 
LME, sedangkan emas dan 
perak mengacu pada London 
Bullion Market Association 
(LBMA).

Proses penetapan turut me-
libatkan Kementerian Koordi-
nator Bidang Perekonomian, 
Kementerian ESDM, Kemen-
terian Keuangan, dan Kemen-
terian Perindustrian.RPB
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

PERANG di Timur Tengah telah 
berlangsung selama lebih dari 
tiga hari. Dampaknya mulai 
dirasakan oleh berbagai negara 

di dunia, termasuk Indonesia. Kita kini 
hidup dalam bayang-bayang krisis energi 
akibat perang yang dilancarkan Amerika 
Serikat dan Israel terhadap Iran.

Apalagi, jalur energi strategis dunia di 
Selat Hormuz telah ditutup oleh Korps 
Garda Revolusi Iran (IRGC). Penutupan 
itu disebut sebagai respons atas kehadiran 
serta serangan kapal induk Amerika Serikat 
(AS) yang mengancam kedaulatan Iran.

IRGC kemudian mengancam akan 
menyerang dan membakar tanpa pandang 
bulu setiap kapal yang mencoba melintasi 
selat tersebut. Amerika Serikat dan Israel 
berbuat ulah, tetapi seluruh dunia harus 
merasakan dampak pahitnya.

Hampir seperlima pasokan minyak du-
nia atau sekitar 20 juta barel dan sebagian 
besar gas alam cair (LNG) melintasi jalur 
sempit ini setiap harinya. Penutupan jalur 
tersebut secara otomatis akan menggun-
cang stabilitas pasar energi dan memicu 
krisis global yang sangat besar.

Jika situasi ini terus berkepanjangan, 
harga bahan bakar minyak (BBM) di Indo-
nesia pasti akan melonjak dalam beberapa 
waktu ke depan. Ketika harga BBM naik, 
sudah pasti harga bahan-bahan pokok ikut 
naik. Kalau itu terjadi, inflasi sulit untuk 
dihindari.

Inflasi yang lahir dari krisis energi iba-
rat riak yang meluas menjadi gelombang. 
Ia tidak berhenti pada satu sektor, tetapi 
menjalar dari pasar tradisional hingga 
industri, dari kota-kota besar hingga ke 
pelosok desa.

Ujung dari badai ini ialah pukulan telak 
terhadap daya beli masyarakat. Ketika 
pendapatan tetap, sementara harga-harga 
berlari kencang, isi dompet rakyat perlahan 
tergerus habis. Konsumsi rumah tangga 
sebagai penopang pertumbuhan ekonomi 
pun berantakan.

Publik tentu berharap hal itu jangan 
sampai menghantam Indonesia hingga 
terkapar. Lewat forum ini, kita sudah men-
yuarakan agar pemerintah Indonesia be-
nar-benar mengantisipasi penutupan Selat 
Hormuz pada pertengahan Februari lalu.

Ketika itu, IRGC menutup sementara Se-
lat Hormuz di tengah meningkatnya kete-
gangan dengan Amerika Serikat sekalipun 
melanggar Pasal 38 dan 44 UNCLOS 1982. 
Selat internasional tersebut menganut prin-
sip transit passage, yang tidak bisa dibatasi 
bahkan dalam masa konflik bersenjata.

Artinya, situasi hari ini bukanlah peris-
tiwa yang datang tanpa tanda. Sejak awal, 
risiko gangguan pasokan energi global 
sudah dapat diperkirakan. Pertanyaannya 
bukan lagi apakah dampaknya akan terasa, 
melainkan bagaimana pemerintah meman-
faatkan waktu sempit yang tersedia.

Jeda waktu sebelum tekanan benar-benar 
mencapai pasar domestik seharusnya men-
jadi ruang bagi kebijakan yang terukur dan 
cepat. Penguatan cadangan energi, pengen-
dalian distribusi, serta strategi komunikasi 
publik menjadi kunci.

Dalam situasi krisis energi, kecepatan 
membaca keadaan sering kali sama pen-
tingnya dengan kekuatan kebijakan itu sen-
diri. Kita mungkin bisa berharap pada Arab 
Saudi dan Emirat Arab. Mereka memiliki 
jaringan pipa yang dapat menghindari 
Selat Hormuz.

Namun, kapasitasnya hanya mencakup 
sebagian kecil dari volume minyak mentah 
yang biasanya dikirim melalui jalur terse-
but. Solusi lainnya ialah bermitra dengan 
negara yang memiliki kapal dan berlayar 
melewati rute lain seperti Cape of Good 
Hope.

Sejauh ini, Menteri ESDM Bahlil Laha-
dalia memastikan stok BBM cukup untuk 
memenuhi kebutuhan selama 21 hari. 
Itu adalah standar operasional minimum 
(buffer). Namun, dalam kondisi perang 
berkepanjangan, angka tersebut harus kita 
katakan sangat rawan.

Selain itu, upaya Presiden Prabowo 
Subianto yang siap terbang ke Teheran 
untuk memediasi konflik patut diperju-
angkan. Sebagai wujud keseriusan, Menteri 
Luar Negeri RI Sugiono telah menelepon 
langsung Menteri Luar Negeri Iran Abbas 
Araghchi, Senin (2/3).

Memilih diam di tengah perang yang 
bisa merugikan bangsa Indonesia tentu 
tidaklah elok. Dalam dunia yang sema-
kin terhubung, kita jangan cuma menjadi 
penonton sejarah, tetapi harus berusaha 
mencegah agar konflik tidak berkembang 
menjadi krisis yang lebih luas.*Media 
Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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Mengawal Kualitas Gizi dan 
Tata Kelola MBG Ramadan

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak 
sekadar menjadi instrumen pemenuhan ke-
butuhan nutrisi anak, tetapi juga representasi 
komitmen negara dalam membangun generasi 
sehat dan produktif. Memasuki bulan Rama-
dan, pelaksanaan MBG menghadapi tantangan 
adaptif yang tidak ringan, mulai dari penye-
suaian waktu distribusi, komposisi menu, hing-
ga pengawasan kualitas pangan. 

DALAM konteks 
ini, penguatan 
standar gizi dan 
tata kelola yang 

transparan menjadi krusial 
agar program tetap berjalan 
efektif, akuntabel, dan selaras 
dengan kebutuhan peserta di-
dik yang menjalankan ibadah 
puasa.

Momentum Ramadan se-
kaligus menjadi ujian bagi 
konsistensi pemerintah daer-
ah dan Satuan Pelayanan Pe-
menuhan Gizi (SPPG) dalam 
menjaga kualitas layanan 
MBG. Pengawasan lintas sek-
tor, keterlibatan ahli gizi, serta 
mekanisme distribusi yang hi-
gienis dan tepat sasaran harus 
diperkuat agar program tidak 
sekadar bersifat administratif, 
melainkan benar-benar ber-
dampak pada ketahanan gizi 
anak. Tanpa tata kelola yang 
adaptif dan pengendalian 
mutu yang ketat, tujuan besar 
MBG dalam meningkatkan 
kualitas sumber daya manu-
sia berisiko tereduksi oleh 

OLEH : DWI SAPUTRI*)

Menyiasati 
Krisis Energi

jadi menu kering agar bisa di-
bawa pulang untuk berbuka. 
Pihaknya memastikan menu 
kering dalam program MBG 
selama Ramadan 1447 Hijriah 
tetap memenuhi standar gizi 
yang telah ditetapkan, kare-
na setiap setiap paket MBG 
harus mengandung unsur gizi 
penting seperti protein, kar-
bohidrat, dan serat, yang telah 
dihitung berdasarkan standar 
kebutuhan gizi oleh tim ahli di 
masing-masing SPPG.

Perubahan bentuk menu 
dilakukan untuk menjaga 
daya tahan dan keamanan 
pangan hingga waktu berbu-
ka, tanpa mengabaikan prin-
sip kecukupan gizi. Dengan 
berbagai penegasan tersebut, 
pemerintah ingin memastikan 
bahwa adaptasi teknis selama 
Ramadan tidak menggeser 
tujuan utama MBG, yakni 
meningkatkan kualitas gizi 
anak sebagai fondasi pemban-
gunan sumber daya manusia. 
Evaluasi dan perbaikan berke-
lanjutan pun terus dilakukan 
agar program ini tidak hanya 
terlaksana secara administra-
tif, tetapi juga memberikan 
dampak nyata bagi kesehatan 
dan kesejahteraan generasi 
penerus bangsa.

Dalam konteks tersebut, 
penguatan tata kelola menjadi 
aspek yang tidak kalah pen-
ting dibandingkan substansi 
menu itu sendiri. BGN tidak 
hanya dituntut memastikan 
kecukupan gizi secara nor-
matif, tetapi juga memban-
gun sistem pengawasan yang 
terstruktur, transparan, dan 

OLEH : ASRI SUHARSI, S.Sos

KESEPAKATAN 
tersebut merupa-
kan bagian dari 
perjanjian tarif 

resiprokal atau Agreement on 
Reciprocal Trade (ART) yang 
diteken Presiden Prabowo 
Subianto dan Presiden Do-
nald Trump di Washington, 
Kamis (20/2/2026). (Kompas.
com,21/02/26)

Salah satu poin penting 
dalam Agreement on Reci-
procal Trade (ATR) antara In-
donesia dan Amerika Serikat 
(AS), kedua negara mengatur 
sejumlah ketentuan terkait 
kewajiban sertifikasi dan pela-
belan halal, khususnya untuk 
produk manufaktur asal AS. 
Dalam Pasal 2.9 dokumen 
ATR menyebutkan bagian 
tentang Halal untuk Produk 
Manufaktur. 

Indonesia akan membe-
baskan produk AS seperti 
kosmetik, alat kesehatan, dan 
barang manufaktur lain dari 
kewajiban sertifikasi dan pela-
belan halal. Pengecualian juga 
berlaku untuk kemasan dan 
material pengangkut produk 
manufaktur, kecuali yang 

digunakan untuk makanan 
dan minuman, kosmetik, serta 
farmasi. 

Indonesia tidak akan men-
genakan kewajiban pelabelan 
atau sertifikasi bagi produk 
nonhalal. Ketentuan tersebut 
juga membuka ruang bagi 
lembaga sertifikasi halal AS 
yang telah diakui otoritas 
halal Indonesia untuk mela-
kukan sertifikasi produk yang 
akan diekspor ke Indonesia 
tanpa persyaratan tambahan.

Merujuk dokumen Kan-
tor Perwakilan Dagang AS 
(USTR), setelah kesepakatan 
dagang berlaku maka Indo-
nesia harus mengizinkan label 
halal dari AS sendiri bukan 
dari Indonesia. Dalam hal ini, 
Otoritas Halal Indonesia alias 
Badan Penyelenggara Jami-
nan Produk Halal (BPJPH) 
harus mengakui produk den-
gan sertifikasi halal dari AS 
yang akan dikirimkan ke 
Indonesia tanpa intervensi.

Saat ini ekosistem halal di 
Indonesia belum maksimal 
meski sudah ada UU Jami-
nan Produk Halal, keputusan 
menteri agama terkait produk 

persoalan teknis di lapangan.
BGN sebagai leading sec-

tor teknis yang bertanggung 
jawab pada pelaksanaan pro-
gram MBG berkomitmen terus 
meningkatkan mutu untuk 
menanggapi banyaknya pem-
beritaan terkait menu dalam 
program MBG pada awal Ra-
madhan yang dinilai masya-
rakat masih belum memenuhi 
angka kecukupan gizi (AKG). 

Kepala BGN, Dadan Hinda-
yana mengatakan pihaknya 
memastikan bahwa pelaksa-
naan MBG Ramadan tetap 
sesuai standar gizi, tepat sas-
aran, dan transparan dari sisi 
penggunaan anggaran. Serta 
mengingatkan agar mitra ti-
dak memaksakan penggunaan 
bahan baku yang sudah dalam 
kondisi kurang baik karena 
persoalan ini penting agar 
tidak terjadi kesalahpahaman 
di ruang publik.

Senada dengan itu, Menteri 
Koordinator Bidang Pangan, 
Zulkifli Hasan menjelaskan 
menu MBG kini diganti men-

akuntabel di setiap mata ran-
tai pelaksanaan program. Mu-
lai dari proses perencanaan 
anggaran, pengadaan bahan 
baku, pengolahan di dapur 
Satuan Pelayanan Pemenuhan 
Gizi (SPPG), hingga distribusi 
kepada penerima manfaat, 
seluruhnya memerlukan stan-
dar operasional yang jelas 
dan mekanisme kontrol yang 
konsisten.

Tata kelola yang baik juga 
mensyaratkan koordinasi 
lintas sektor antara pemerin-
tah pusat dan daerah, dinas 
pendidikan, dinas kesehatan, 
serta mitra penyedia. Tanpa 
sinkronisasi yang kuat, po-
tensi ketidaksesuaian stan-
dar, keterlambatan distribusi, 
maupun perbedaan kualitas 
menu di lapangan dapat me-
munculkan persepsi negatif di 
masyarakat. Oleh karena itu, 
penguatan sistem monitoring 
dan evaluasi berbasis data 
menjadi krusial, termasuk pe-
libatan tenaga ahli gizi dalam 
verifikasi menu serta audit 
berkala terhadap mutu dan 
keamanan pangan.

U p a y a  m e m p e r k u a t 
tata kelola tersebut turut 
mendapat perhatian dari Ko-
misi Pemberantasan Korupsi 
(KPK). Dalam rangka mi-
tigasi risiko tindak pidana 
korupsi pada program-pro-
gram strategis pemerintah, 
termasuk MBG. Ketua KPK 
Agus Joko Pramono, menje-
laskan KPK akan melakukan 
penilaian risiko korupsi guna 
memastikan sistem kontrol 
berjalan efektif serta mampu 

mengidentifikasi potensi 
celah korupsi dalam imple-
mentasi program tersebut. 
Hasil pengawasan KPK juga 
akan disampaikan secara 
berkala kepada masyarakat 
dan menjadi jembatan un-
tuk melibatkan masyarakat 
dalam pengawasan terhadap 
pelaksanaan program MBG.

Di sisi lain, transparansi in-
formasi kepada publik perlu te-
rus diperluas agar masyarakat 
memahami dasar perhitungan 
gizi, alasan perubahan menu, 
serta mekanisme pengawasan 
yang diterapkan. Keterbukaan 
ini penting untuk membangun 
kepercayaan publik sekaligus 
mencegah disinformasi yang 
dapat mengaburkan tujuan 
program. Dengan tata kelola 
yang adaptif, profesional, dan 
partisipatif, pelaksanaan MBG 
selama Ramadan tidak hanya 
mampu menjawab tantangan 
teknis, tetapi juga memperkuat 
legitimasi program sebagai 
kebijakan strategis pemban-
gunan sumber daya manusia.

Pada akhirnya, keberhasi-
lan MBG tidak semata diukur 
dari tersalurkannya paket ma-
kanan, melainkan dari sejauh 
mana program tersebut dike-
lola secara efektif, efisien, dan 
akuntabel. Ramadan menjadi 
momentum pembuktian bah-
wa kualitas gizi dan tata ke-
lola yang baik dapat berjalan 
beriringan demi memastikan 
setiap intervensi negara be-
nar-benar berdampak nyata 
bagi generasi penerus bangsa 
)* Penulis merupakan Pengamat 
Isu Sosial dan Ekonomi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti kese-
pakatan dagang antara Indonesia dan Amerika 
Serikat yang memuat ketentuan pelonggaran 
sertifikasi halal untuk produk non halal asal 
AS. Dilansir dari situs resmi MUI pada Sabtu 
(21/2/2026), Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun 
Ni’am Sholeh, menegaskan bahwa kewajiban 
sertifikasi halal bagi produk yang masuk dan 
beredar di Indonesia tidak dapat dinegosiasikan.

Pelonggaran Sertifikasi Halal Produk 
dari AS, Pertimbangan Iman atau Aman?

wajib bersertifikat halal, dan 
adanya Badan Jaminan Pro-
duk Halal (BPJH). Dengan 
adanya pembebasan sertifi-
kasi halal dan non halal bagi 
produk AS akan membuat 
ekosistem halal semakin sulit 
diwujudkan. 

Halal dan haram, tidak cu-
kup hanya diterapkan pada 
makanan minuman, namun 
juga produk-produk lain 
dalam pemenuhan kebutuhan 
seperti kosmetik, kemasan, 
wadah, dan produk gunaan 
lainnya. 

Demi mendapatkan ta-
rif dagang murah, negara 
meminggirkan kepentingan 
umat. Hal ini karena Indone-
sia menerapkan sistem hidup 
sekularisme yang menjauhkan 
mengagungkan nilai materi 
dan menafikan nilai ruhiyah. 
Negara hanya mengamankan 
kepentingan dagang, lebih 
mementingkan keuntungan 
ekonomi daripada syariat.

AS semakin menguasai 
Indonesia. Terbukti sertifikat 
halal untuk makanan/sem-
belihan dari AS diizinkan dari 
AS sendiri. Padahal jelas AS 

negara kafir penjajah tidak 
mempunyai standar halal dan 
haram. 

Bagi seorang muslim, per-
soalan halal-haram adalah 
prinsip mendasar dalam ke-
hidupan, menyangkut per-
soalan iman. Dalam Islam 
negara adalah ra’in yang 
memelihara urusan rakyat, 
termasuk menjamin rakyat 
hidup dalam taat. Menjauhi 
yang haram dan mengonsum-
si barang halal. 

Regulasi Islam untuk menja-
minnya adalah dengan penera-
pan syariah kafah oleh negara 
di berbagai bidang, termasuk 
perdagangan luar negeri. Se-
mua produk yang masuk dalam 
negara Islam harus memenuhi 
persyaratan halal ini.

Ulama sebagai rujukan 
umat bertanggungjawab un-
tuk menjaga kejelasan dan 
ketegasan status halan haram 
dan siapa yang berhak menen-
tukan. Kafir harbi jelas tidak 
boleh menentukan srandar 
halal haram bagi umat Islam. 
Umat Islam pun dilarang un-
tuk tunduk pada standar yang 
ditetapkan kaum kafir, karena 

mereka tidak berhak menjadi 
pelindung dalam hal apa pun 
bagi kaim muslimin.

Kaum muslimin butuh se-
buah institusi negara yang 
mampu melindungi dalam 
segala hal termasuk dalam 
kemanan dan jaminan keha-
lalan dan keharaman. Negara 
tersebut harus yang berasas-
kan aqidah Islam, standar 
berbagai kebijakannya ha-
lal haram /syari’at Islam, 
orientasi kepemimpinan dan 
pemerintahannya adalah rid-
lo Allaah sehingga dijamin 
seluruh kebijakannya akan 
dilandasi oleh rasa takut kepa-
da Allaah. Negara seperti itu 
adalah negara khilafah

Khilafah sebagai rain dan 
junnah bertanggungjawab 
menjamin kehalalan pangan 
yang beredar di masyarakat. 
Komoditas apapun yang di-
impor dari luar khilafah ha-
nyalah komoditas yang halal 
sesuai syariah. 

Khilafah tidak melakukan 
kerjasama apapun temasuk 
perdagangan dengan negara 
kafir harbi fi’lan. Penulis: Pe-
merhati Sosial
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SULTENG RAYA - Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) dan Badan Reserse 
Kriminal Kepolisian Negara Repu-
blik Indonesia (Bareskrim Polri) 
sepakat untuk memperkuat sinergi 
penegakan hukum dan koordinasi 
dalam penanganan tindak pidana 
di sektor jasa keuangan melalui 
penandatanganan Perjanjian Kerja 
Sama (PKS).

PKS tentang Sinergisitas di Bidang 
Penegakan Hukum dan Koordinasi 
dalam Penanganan Tindak Pidana 
di Sektor Jasa Keuangan tersebut 
ditandatangani Pejabat Sementara 
Wakil Ketua Dewan Komisioner 
Otoritas Jasa Keuangan Friderica 
Widyasari Dewi dan Kepala Badan 
Reserse Kriminal Kepolisian Nega-
ra Republik Indonesia Komisaris 
Jenderal Polisi Syahardiantono, di 
Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Penandatanganan PKS merupa-
kan pembaruan dan penyempur-
naan Perjanjian Kerja Sama sebe-
lumnya antara OJK dan Bareskrim 
tentang Pencegahan, Penegakan 
Hukum, dan Koordinasi dalam Pe-
nanganan Tindak Pidana di Sektor 
Jasa Keuangan yang ditandatangani 
pada 14 Oktober 2020. 

Ruang lingkup kerja sama me-
liputi; (1) pertukaran dan peman-
faatan data dan/atau informasi, (2) 

penegakan hukum di sektor jasa 
keuangan, (3) koordinasi dalam 
penanganan tindak pidana di sek-
tor jasa keuangan, (4) peningkatan 
dan pendayagunaan SDM, serta (5) 
pemanfaatan sarana dan prasarana.

PKS ini sebagai langkah strategis 
untuk memperkuat koordinasi dan 
kolaborasi antarlembaga dalam 
rangka menjaga integritas, stabili-
tas, dan kepercayaan masyarakat 
terhadap sektor jasa keuangan.

OJK dan Bareskrim Polri berko-
mitmen untuk memperkuat lang-
kah preventif dan represif dalam 
menangani berbagai bentuk tindak 
pidana di sektor jasa keuangan, ter-
masuk yang memiliki kompleksitas 
tinggi dan berdampak luas terhadap 
masyarakat sesuai dengan ketentu-
an peraturan perundang-undangan. 

Diharapkan juga dapat mening-
katkan efektivitas penanganan 
perkara, mempercepat proses koor-
dinasi antaraparat penegak hukum, 
serta memberikan efek jera bagi 
pelaku tindak pidana di sektor jasa 
keuangan.

OJK dan Bareskrim Polri mene-
gaskan bahwa sinergi antarlembaga 
merupakan kunci dalam menjaga 
stabilitas sistem keuangan nasional 
serta mendukung pertumbuhan 
ekonomi yang berkelanjutan. IN

SULTENG RAYA - Bank 
Indonesia (BI) menetapkan 
batas maksimal jumlah uang 
yang ditukar dalam momen 
menyambut perayaan Hari 
Besar Keagamaan Nasio-
nal (HBKN) Idul Fitri 1447 
H/2026. Jumlah itu di angka 
Rp 5,3 juta dalam berbagai 
pecahan per orang.

“Dalam berbagai peca-
han, dari Rp 1.000 sam-
pai Rp 50.000, nanti bisa 

dimaksimalkan sejumlah 
Rp 5.300.000 atau bisa juga 
kalau ingin menukar lebih 
kecil dari itu,” kata Analis 
Senior Departemen Pen-
gelolaan Uang BI, Fenty 
Tirtasari Ekarina di Jakarta, 
Rabu (4/3/2026). 

Dia dalam siniar bertema 
“Jaga Harga, Jaga Rupiah: 
Pengendalian Infl asi Jelang 
HBKN bersama SERAM-
BI 2026” mengatakan, di 

wilayah DKI Jakarta, BI 
menyediakan sebanyak Rp 
52,6 triliun uang kartal yang 
disalurkan melalui perban-
kan. Lalu, dari jumlah terse-
but, sebanyak Rp 1,8 triliun 
uang bisa ditukar melalui 
layanan penukaran Semarak 
Rupiah Ramadan dan Ber-
kah Idul Fitri (Serambi) 2026.

Layanan itu tersebar pada 
3.191 lokasi penukaran di 
Provinsi DKI Jakarta, be-

kerja sama dengan 21 bank 
di wilayah DKI Jakarta. 
“Lokasinya ada di masjid, di 
kantor bank dan juga di kas 
keliling terpadu,” ujar Fenty.

Dia mengatakan, untuk 
melakukan penukaran uang, 
masyarakat terlebih dahulu 
harus elakukan pemesanan 
di aplikasi Pintar.  “Setelah 

berhasil melakukan pemesa-
nan nanti bisa datang pada 
lokasi tanggal dan waktu 
yang telah tercantum di buk-
ti pemesanan dengan mem-
bawa bukti diri berupa KTP 
dan juga uang rupiah akan 
ditukarkan,” kata Fenty.

Layanan penukaran dibu-
ka hingga15 Maret 2026 di 

berbagai lokasi penukaran 
yang sudah disiapkan oleh 
BI di wilayah DKI Jakarta. 
“Serambi 2026” merupakan 
layanan penukaran uang 
rupiah kepada masyarakat 
yang diselenggarakan un-
tuk menyambut perayaan 
HBKN dalam hal ini Idul 
Fitri 1447 Hijriah melalui 

ketersediaan uang rupiah 
yang cukup dan berkualitas.

Hal itu sejalan dengan 
tradisi masyarakat Indone-
sia yang masih cukup kuat 
untuk bersilaturahmi pada 
momen hari Lebaran ter-
masuk berbagi kebahagiaan 
dengan memberikan uang 
rupiah. ROL

Penukaran Uang Baru 
Maksimal Rp 5,3 Juta per Orang

OJK-Polri Perkuat Kerja 
Sama Penegakan 

Hukum Sektor Jasa Keuangan 

SULTENG RAYA - Ge-
liat kultur urban semakin 
ekspresif. Kendaraan kini 
bukan hanya alat mobili-
tas. Bagi generasi muda, 
terutama anak skena yang 
aktif di ruang-ruang kreatif 
kota, sepeda motor khusus-
nya skutik sudah menjadi 
bagian dari identitas, gaya, 
bahkan personal statement.  

Untuk merespon seman-
gat tersebut yang begitu be-
sar, Yamaha menghadirkan 
warna special edition untuk 
Fazzio Hybrid, yaitu Starry 
Night yang disuguhkan 
pada tipe lux dan dirancang 
untuk yang ingin semakin 
tampil ikonik dan berani 
mencuri perhatian.

Sebagai bagian dari lini 
Classy Yamaha, Fazzio Hy-
brid dikenal dengan desain 
retro-modern yang fashio-
nable. Melalui Starry Night 
Special Edition, karakter 
tersebut dibuat lebih bold 
dan standout. 

Warna dasar silver meng-
kilap memberikan kesan 
clean sekaligus futuristik, 
dipadukan dengan matte 
blue pada bagian dek kaki, 
menciptakan konsep dual 
tone yang kontras namun 
harmonis. 

Perpaduan warna ini bu-
kan hanya soal estetika, 
tetapi juga terasa relevan 
dengan gaya hidup anak 
muda masa kini yang punya 
gaya hidup dinamis dan 
beragam seperti hangout 
bareng teman sejawat. 

“Model ini diproduksi 
dalam jumlah terbatas, se-
hingga memberikan nilai 
eksklusivitas tersendiri bagi 
konsumen yang ingin tam-
pil lebih ikonik dan percaya 
diri,” kata Manager Public 
Relation, YRA, & Commu-
nity PT Yamaha Indonesia, 
Rifki Maulana dalam kete-
rangan resminya. 

Starry Graphic 
Daya tarik utamanya ha-

dir lewat Starry Graphic di 
bagian samping bodi. Logo 
Fazzio berwarna biru muda 
dipadukan dengan tulisan 
“special edition” berwarna 
pink, serta latar tulisan Faz-
zio berbentuk dot-dot kecil 
dengan efek iridescent. 

Efek ini membuat war-
na grafis berubah mengi-
kuti sudut pandang dan 
pantulan cahaya dari tone 
biru saat dilihat dari sisi 
kiri hingga pink keunguan 
saat dilihat dari sisi kanan. 
Hasilnya adalah tampilan 
dinamis dan atraktif yang 
selalu hidup di berbagai 
kondisi pencahayaan. 

Starry Fazzio Emblem 
Sentuhan eksklusif sema-

kin terasa melalui Starry 
Emblem “F” Fazzio dalam 
bentuk emblem timbul 
dengan fi nishing 3D resin. 
Bukan sekadar logo 2D, 
emblem ini memberikan 
kedalaman visual dan iden-
titas premium yang mem-
bedakan Special Edition ini 
dari varian lainnya. 

Starry Parts 

Tidak hanya grafis, se-
jumlah Starry Parts juga 
memperkuat  karakter 
standout-nya. Cover spion 
mengikuti warna bodi se-
hingga tampil lebih seam-
less, berbeda dari varian 
lain yang menggunakan 
warna hitam. 

Side panel dihiasi garnish 
chrome yang memperkaya 
tampilan refl ektifnya. 

Pada sektor depan, spak-
bor mendapat grafi s gradasi 
pink bold dengan susunan 
dot serta tulisan Fazzio. 
Sementara pada bagian 
samping, decal gradasi sil-
ver menuju pink pada side 
cover matte blue dan grada-
si ungu dengan teknik dot 
pattern presisi memberikan 
dimensi visual yang unik 
pada bodi utama semakin 
mempertegas nuansa mo-
dern dan artsy.

Semua detail tersebut 
dirancang presisi untuk 
menciptakan visual yang 
berani namun tetap stylish. 
Karakter ini selaras dengan 
semangat anak skena masa 
kini yang ingin tampil per-
caya diri, ekspresif, dan 
ikonik di setiap momen. 

Sebagai  skutik anak 
muda urban, warna Speci-
al Edition ini tentu saja di-
bekali teknologi Blue Core 
Hybrid 125cc yang irit dan 
responsif, sehingga tetap 
nyaman untuk berbagai 
kebutuhan mobilitas harian 
generasi muda. 

Sebagai  bagian dari 
perayaan hadirnya Fazzio 
Hybrid Special Edition, 
Yamaha Indonesia mengha-
dirkan kesempatan spesial 
bagi masyarakat Indone-
sia khususnya anak muda 
yang ingin tampil outstan-
ding tapi effortless untuk 
mendapatkan 1 unit Fazzio 
Hybrid Starry Night secara 
cuma-cuma lewat program 
giveaway yang akan dimu-
lai 4-27 Maret 2026. 

Fazzio Hybrid Kini Punya 
Warna Special Edition 

Syarat untuk memenang-
kannya juga sangat mudah, 
cukup follow akun Insta-
gram @yamahaindonesia 
& @yamaha.classy, lalu 
sebutkan 11 warna Fazzio 
Hybrid dan tag 3 teman di 
kolom komentar postingan 
pengumuman giveaway. 
Tidak lupa juga, para peser-
ta diwajiibkan untuk repost 
konten tersebut ke Insta-
gram Story dan dipastikan 
akun tidak dalam kondisi 
private. 

Yamaha Fazzio Hybrid 
Special Edition Color warna 
Starry Night yang ikonik 
ini akan dipasarkan den-
gan harga Rp 25.250.000. 
Sedangkan 3 varian Faz-
zio Hybrid lainnya juga 
tetap siap menjadi teman 
berkendara anak muda 

skena jaman now, yaitu 
varian Fazzio Hybrid yang 
tersedia dalam pilihan war-
na Blue White, Black Red, 
Grayceful Pink, dan Yolo 
Black dengan harga Rp 
22.270.000. 

Selanjutnya, varian 
Fazzio Hybrid Neo di-
tawarkan dalam warna 
Go Purple, Pink Mauve, 
White, dan Green den-
gan harga Rp 24.055.000. 
Dan pada varian Faz-
zio Hybrid Lux hadir 
dengna warna Greenish 
Gray dan Titan yang di-
banderol dengan har-
ga Rp 24.745.000. Untuk 
informasi lebih lanjut, 
silahkan mengunjungi 
website resmi Yamaha 
Indonesia https://www.
yamaha-motor.co.id/. RHT

YAMAHA Fazzio Hybrid Starry Night special edition. SUMBER FOTO: ISTIMEWA

ANTREAN warga mendapatkan uang baru menjelang Lebaran 2026. FOTO: FERRY BANGKIT RIZKI/REPUBLIKA

PEJABAT Sementara Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Fri-
derica Widyasari Dewi (kiri) dan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara 
Republik Indonesia Komisaris Jenderal Polisi Syahardiantono (kanan) saat momentum 
penandatanganan perjanjian kerja sama, di Jakarta, Selasa (3/3/2026). FOTO: DOK. OJK 
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IMIP Fasilitasi Magang Dosen, Kuatkan 
Kolaborasi Industri–Akademisi 

suara hati nurani kita sen-
diri.

Inilah kearifan sejati 
yang sebenarnya harus 
menjadi dasar kita hidup 
berdampingan dalam to-
leransi dan harmoni.

M a k a  m e n g h o r m a t i 

orang yang berpuasa, 
bagi orang yang tidak 
berpuasa adalah hal mut-
lak. Ini hal yang semes-
tinya dilakukan dengan 
cara yang sangat seder-
hana, tidak melakukan 
aktivitas makan minum 

dihadapannya secara vul-
gar.  Begitu pula meng-
hormati orang yang tidak 
berpuasa, juga kenisca-
yaan yang harus dila-
kukan dengan cara arif 
dan bijaksana.  Selama 
dilakukan dalam koridor 

etika sosial yang dianut 
di masyarakat.

Kedua belah pihak har-
us bisa bijak menyikapi, 
sehingga ibadah yang 
mulia ini tidak menjadi 
alasan untuk memantik 
kesalahan fahaman. ***

sehingga wilayah tersebut 
terisolir,” katanya.

Ia mengatakan di Dusun 
Wana, selain akses jalan 
terputus, jaringan listrik 
dilaporkan padam akibat 
pohon tumbang. Kondi-
si tersebut menyebabkan 
wilayah setempat terisolir 
dan menghambat mobilitas 

warga.
Sementara di Kelurahan 

Watusampu, kata dia, banjir 
sempat mengakibatkan arus 
lalu lintas di Jalan Poros 
Palu-Donggala terhambat.

“Berdasarkan laporan 
terakhir, saat ini sudah 
dapat dilalui kendaraan,” 
ujarnya.

Ia mengatakan Tim Reak-
si Cepat (TRC) dan Pus-
at Pengendalian Operasi 
(Pusdalops) BPBD Provinsi 
Sulawesi Tengah bersama 
TRC BPBD Kota Palu telah 
turun melakukan asesmen 
dan koordinasi penanganan 
di lokasi terdampak.

Asbudianto menyebut 

untuk warga terdampak 
serta kebutuhan mendesak 
masih dalam proses pen-
dataan.

Pihaknya terus memantau 
perkembangan situasi dan 
berkoordinasi dengan in-
stansi terkait guna memper-
cepat penanganan dampak 
banjir. ANT

“Rakyat sedang berju-
ang memenuhi kebutuhan 
hidup. Tapi kita justru 
disuguhi angka keboco-
ran miliaran rupiah. Uang 
rakyat bukan untuk arisan 
birokrasi,” tegas Dedi.

Menurutnya, narasi “ke-
mitraan setara” antara le-
gislatif dan eksekutif tidak 
boleh berubah menjadi 
selimut hangat bagi prak-
tik pemborosan. Ia men-
gingatkan bahwa fungsi 
pengawasan DPRD bukan 
sekadar menghadiri rapat 
paripurna dan membaca-
kan persentase pengemba-
lian kerugian negara.

“DPRD harus berhenti 
memposisikan diri seba-
gai pendamping pemerin-
tah. Mereka adalah wakil 
rakyat. Harus garang men-
jaga setiap rupiah pajak 
masyarakat,” ujarnya.

Ia mempertanyakan ba-
gaimana dugaan penyim-
pangan perjalanan dinas 
dan uang harian senilai 
Rp1,17 miliar bisa terjadi 
bila sistem pengawasan 
berjalan efektif. Baginya, 
pengembalian kerugian ke 
kas daerah tidak serta-mer-
ta menghapus potensi un-
sur pidana.

“Setor balik ke kas daerah 
tidak otomatis menghapus 
perbuatan melawan hukum. 
Rakyat butuh sanksi admi-

nistratif dan hukum bagi 
oknum, bukan sekadar janji 
pengembalian,” kata Dedi.

Lebih jauh, ia menyoroti 
temuan kelebihan bayar 
listrik di 11 SKPD serta 
pengadaan alat kesehatan 
yang tidak sesuai spesifi-
kasi. Menurutnya, setiap 
rupiah yang keluar dari 
kas daerah adalah hasil 
persetujuan DPRD dalam 
pembahasan APBD. Karena 
itu, fungsi anggaran harus 
dijalankan dengan prinsip 
zero tolerance terhadap 
pemborosan.

“Kalau ada SKPD yang 
temuan perjalanannya 
berulang, DPRD punya 
kewenangan memangkas 
anggaran mereka tahun 
berikutnya sebagai bentuk 
punishment. Itu bagian dari 
kontrol politik anggaran,” 
ujarnya.

Tak hanya itu, Dedi juga 
menyoroti lemahnya in-
strumen lokal dalam men-
cegah persoalan serupa te-
rulang. Ia mempertanyakan 
bagaimana alat kesehatan 
tanpa izin edar bisa masuk 
ke rumah sakit daerah.

“Ini bukan sekadar soal 
angka kerugian. Ini soal 
keselamatan nyawa rakyat 
Parigi Moutong. DPRD har-
us mendorong Perda yang 
lebih ketat terkait sistem 
pengadaan dan transpa-

ransi publik,” tegasnya lagi.
Ia mendorong agar setiap 

SKPD diwajibkan mem-
publikasikan penggunaan 
anggaran secara digital 
agar masyarakat dapat 
ikut mengawasi secara 
langsung. Transparansi, 
menurutnya, adalah pagar 
paling awal mencegah ke-
bocoran.

Bagi Dedi, pernyataan 
bahwa pengawasan dilaku-
kan bukan untuk mencari 
kesalahan terdengar terlalu 
lunak di tengah keresahan 
publik.

“Tugas DPRD justru 
mencari kesalahan dalam 
sistem agar bisa diperbaiki. 
Jangan menutupinya den-
gan dalih kemitraan. Uang 
Rp1,58 miliar yang belum 
kembali itu hak rakyat. Itu 
bisa menjadi jembatan yang 
belum dibangun, subsidi 
pupuk yang tertunda, atau 
bantuan pendidikan yang 
belum cair,” tandasnya.

Di ujung pernyataan-
nya, Dedi menegaskan 
bahwa DPRD Parigi Mou-
tong harus membuktikan 
diri sebagai penjaga har-
ta rakyat, bukan sekadar 
konsultan administratif 
pemerintah daerah. Sebab 
di balik setiap angka dalam 
laporan audit, ada harapan 
masyarakat yang menung-
gu ditegakkan. AJI

”Tentu banyak agenda 
kami yang orientasinya 
adalah literasi keuangan. 
Namun, pada kesempatan 
ini, kami ingin hadir men-
gedukasi pelaku usaha 
mikro, khususnya binaan 
kami untuk tidak keter-
gantungan dengan uang 
kertas, atau memanfaatkan 
fitur-fitur transaksi non 
tunai yang ada di Livin’ by 
Mandiri,” kata Andi Sibly 
kepada awak media, Rabu 
(4/3/2026).

Serangkaian agenda juga 
disematkan pada kegiatan 
selama tiga hari ini. Dian-
taranya; Bank Mandiri Palu 
membagikan pake sem-
bako seharga Rp100.000, 
yang bisa ditebus dengan 
Rp50.000 dengan hanya me-
lakukan pembayaran meng-

gunakan Livin’ by Mandiri. 
”Sehari kami bagikan ke-

pada masyarakat sebanyak 
100 paket sembako. Jadi 
pada tiga hari kegiatan ini, 
berarti kami bagikan seba-
nyak 300 paket. Transak-
sinya mudah, cukup pakai 
Livin’,” ucapnya.

Selanjutnya, ada juga 
kegiatan bagi-bagi takjil 
kepada masyarakat den-
gan membayar cukup Rp1 
sudah bisa diberikan tak-
jil yang disediakan Bank 
Mandiri. 

”Ini adalah program nasi-
onal yang dijalankan seren-
tak di bulan Ramadan ini, 
tentunya masing-masing 
wilayah Bank Mandiri beda 
waktu, kami memanfaat-
kan kesempatan ini untuk 
menjalankan program,” 

kata Area Head.
Disamping itu, Bank 

Mandiri juga membuka 
layanan penukaran uang 
baru bagi masyarakat, yang 
selama ini menjadi kebi-
asaan untuk menghadapi 
Lebaran. 

”Program ini, terintegrasi 
dengan program SERAMBI 
milik Bank Indonesia, kami 
dapat kuota untuk men-
yalurkan uang tunai baru 
itu,” katanya.

Bank Mandiri Palu ber-
harap serangkaian kegiatan 
ini dapat mendekatkan 
perbankan kepada masy-
arakat secara langsung. 
Kegiatan edukasi, literasi, 
bakti sosial, dan program 
nasional dijalankan dalam 
satu harmoni kegiatan Pa-
sar Ramadan. RHT

pile hingga 4 juta wet me-
tric ton (Mwmt) dan target 
produksi awal 300.000 ton 
limonit per bulan, Poma-
laa diproyeksikan menjadi 
simpul penting rantai pasok 
nikel nasional.

Sementara itu, proyek Mo-
rowali senilai US$2 miliar 
telah mencapai hampir 99 
persen progres, dengan pen-
jualan awal 2,2 juta ton ore 
di awal 2026. Di Sorowako, 
pengembangan limonit se-
nilai US$2,2 miliar terus ber-
jalan sebagai bagian strategi 
jangka panjang perusahaan.

Secara total, investasi te-
rintegrasi yang mendekati 
US$9 miliar (sekitar Rp140 
triliun) ini memperkuat po-
sisi Indonesia dalam rantai 
pasok global baterai ken-
daraan listrik dan energi 
bersih.

Jawaban atas Isu Ling-

kungan
Di tengah kritik terhadap 

hilirisasi tambang, PT Vale 
menekankan bahwa keber-
lanjutan adalah prasyarat 
utama.

Hingga akhir 2025, lebih 
dari 50 persen area bukaan 
tambang telah direklamasi 
progresif, dengan total 3.863 
hektare. Operasi Sorowako 
didukung tiga pembangkit 
listrik tenaga air berkapasi-
tas 365 MW, menjadikannya 
salah satu operasi nikel den-
gan jejak energi bersih terbe-
sar di Indonesia. Lebih dari 
100 kolam pengendapan 
dibangun untuk menjaga 
kualitas air sebelum dialir-
kan kembali ke badan alami.

Capaian itu tercermin 
dalam ESG Risk Rating Sus-
tainalytics sebesar 23,7—
kategori medium dan yang 
terendah di Indonesia untuk 

sektor pertambangan.
“Isu lingkungan tidak 

boleh dijawab dengan de-
fensif. Ia harus dijawab den-
gan data, tindakan, dan 
transparansi,” kata Head of 
Corporate Communication 
PT Vale, Vanda Kusuma-
ningrum.

Hilirisasi untuk Ekonomi 
Lokal

Dari sisi sosial, lebih dari 
99 persen tenaga kerja PT 
Vale merupakan warga ne-
gara Indonesia. Ribuan pe-
kerja dan kontraktor lokal 
terlibat dalam proyek stra-
tegis di Pomalaa, Morowali, 
dan Sorowako.

Program pertanian orga-
nik, pengelolaan sampah 
berbasis masyarakat, pelati-
han operator alat berat, hing-
ga pembangunan nursery 

berkapasitas satu juta bibit 
per tahun menjadi bagian 
dari penguatan ekonomi 
lokal.

Bagi PT Vale, hilirisasi 
bukan sekadar membangun 
pabrik dan meningkatkan 
produksi, tetapi mencipta-
kan nilai tambah di dalam 
negeri serta memastikan 
sumber daya alam menjadi 
kekuatan ekonomi nasional.

Di tengah arus transisi 
energi global dan lonjakan 
permintaan nikel untuk 
kendaraan listrik, Indonesia 
berada pada posisi strategis. 
Tantangannya bukan lagi 
soal ketersediaan sumber 
daya, melainkan bagaimana 
mengelolanya secara berke-
lanjutan.

PT Vale ingin memastikan 
industri tambang tetap men-
jadi bagian dari solusi bagi 
Indonesia. RHT

  “Bantuan ini sangat 
berarti bagi masyarakat 
dan sejalan dengan pro-
gram Pemkab Sigi dalam 
upaya menekan angka 
kemiskinan,” kata dia.

  Diketahui dari data 
Badan Pusat Statistik 
(BPS) bahwa persentase 
kemiskinan di Kabupa-
ten Sigi pada 2025 sebe-
sar 10,47 persen.

 Angka tersebut turun 
dibandingkan tahun se-
belumnya yang men-
capai 12,06 persen.

  Saat ini jumlah pen-
duduk Kabupaten Sigi, 

Sulawesi Tengah pada 
tahun 2025 mencapai 
273,2 ribu jiwa dengan 
jumlah masyarakat mis-
kin sebanyak 28.604 jiwa. 
ANT

SULTENG RAYA – PT Indonesia Moro-
wali Industrial Park (IMIP) mendukung 

penguatan kapasitas sumber daya manusia 
(SDM) nasional melalui program magang 

dosen di bidang industrialisasi dan hilirisasi 
nikel. Langkah nyata tersebut mendorong 

kolaborasi strategis bersama perguruan ting-
gi dalam menguatkan transformasi ekonomi 

berbasis nilai tambah mineral. Program ini 
sekaligus memperkuat praktik keberlanjutan 

berbasis environmental, social, and gover-
nance (ESG). 

HR Operation Head PT 
IMIP, Trisno Wasito, men-
jelaskan, agenda magang 

dosen dirancang untuk 
memberikan pemahaman 
komprehensif terkait proses 

hilirisasi nikel di kawasan 
industri. Mulai dari pen-
golahan bahan baku, tekno-
logi pemurnian, rantai pa-
sok industri baterai, hingga 
sistem manajemen lingkun-
gan dan keselamatan kerja. 
Pelibatan diaplikasikan 
langsung di lapangan dan 
para dosen mendapat wa-
wasan aktual mengenai di-
namika industri, tantangan 
operasional, serta inovasi 
teknologi yang diterapkan 
dalam pengolahan nikel 
terintegrasi.

“Dengan adanya pengala-
man dosen itu, maka dapat 
member ikan  wawasan 

dan gambaran seperti apa 
industri di IMIP. Mereka 
diharapkan memiliki pan-
dangan lebih terkait mana-
jemen lingkungan kerja di 
industri. Bagi IMIP kegiatan 
magang dosen merupakan 
program yang mengun-
tungkan. Pembelajarannya 
menyangkut segala hal re-
levan dengan mata kuliah 
yang diajarkan dosen itu,” 
kata Trisno Wasito saat 
ditemui di ruang kerjanya, 
Selasa (3/3/2026).

Program magang dosen 
ini juga diharapkan mampu 
memperkuat relevansi kuri-
kulum pendidikan tinggi 

dengan kebutuhan indus-
tri. Dengan pengalaman 
langsung di lapangan, para 
dosen dapat memperkaya 
visi materi ajar, dan mem-
bangun jejaring kolaborasi 
riset antara perguruan ting-
gi dan industri. Ke depan, 
IMIP berharap program ini 
dapat dikembangkan secara 
berkelanjutan dan tercipta 

ekosistem pembelajaran 
yang adaptif terhadap per-
kembangan teknologi pen-
golahan nikel dan transisi 
energi global.

Melalui program magang 
dosen ini, IMIP menegaskan 
bahwa hilirisasi nikel bukan 
semata-mata agenda ekono-
mi, melainkan juga bagian 
dari transformasi industri 
yang bertanggung jawab, 
berkelanjutan, dan bero-
rientasi pada kesejahteraan 
masyarakat. Sinergi anta-
ra industri dan akademisi 
menjadi fondasi penting 
dalam menciptakan sumber 
daya manusia unggul yang 
mampu menjawab tantan-
gan pembangunan berke-
lanjutan di masa depan.

Trisno Wasito mengata-
kan, melalui program ini, 
sudah ada lima akademisi 
yang magang di kawasan 
IMIP.  Satu dosen dari 
jurusan Teknik Metalurgi 
Fakultas Vokasi Universitas 
Hasanuddin (Unhas) dan 
empat lainnya asal Akade-
mi Teknik Industri Makas-
sar (ATIM). “Mereka belajar 
tentang proses hidrome-
talurgi dan pirometalurgi, 
di departemen safety, en-
vironmental, dan sejumlah 
produksi lainnya dalam ka-
wasan IMIP. Ini sebenarnya 
untuk melengkapi magang 
mahasiswa. Karena magang 
dosen akan menyelaraskan 
antara program-program 
yang ada di kampus dengan 
kebutuhan industri,” jelas 
Trisno Wasito.

Dar i  aspek  l ingkun-
gan, para peserta magang 
mendapatkan pemahaman 
mengenai  pengelolaan 
limbah industri, efisiensi 
energi, pengendalian emisi, 
serta upaya reklamasi dan 
rehabilitasi lingkungan. 
Dari sisi sosial, program ini 
memerlihatkan bagaimana 
aktivitas industri berjalan 
linear dengan pemberda-
yaan masyarakat sekitar. 
Para dosen juga mempe-
lajari praktik transparan-
si tata kelola perusahaan, 
kepatuhan regulasi, serta 
standar operasional yang 
diterapkan dalam kawasan 
pengelola industri berbasis 
nikel tersebut.

Trisno Wasito menegas-
kan, IMIP konsisten berkon-
tribusi menciptakan SDM 
unggul di sektor industri 
hilirisasi nikel. Ke depan 
ilmu yang diperoleh dalam 
kawasan penggerak utama 
penyerap tenaga kerja dan 
menekan angka pengang-
guran terbuka tersebut, 
dapat menjadi referensi 
menyusun kurikulum baru 
pengajaran industri hiliri-
sasi nikel. 

“Secara langsung man-
faat bagi IMIP adalah ter-
ciptanya hubungan dan 
sinergi baik antara industri 
serta akademisi. Kami me-
mandang, sinergi dengan 
perguruan tinggi sebagai 
langkah strategis dalam 
mendukung agenda hiliri-
sasi nasional,” tandasnya. 
*WAN

IMIP dukung penguatan kapasitas SDM nasional melalui program Magang Dosen. FOTO: DOK. IMIP
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Kegiatan tersebut dila-
kukan untuk memastikan 
ketersediaan bahan pokok 
sekaligus memantau stabili-
tas harga selama bulan suci 
Ramadan 1447 H.

Sidak tersebut turut me-
libatkan perwakilan DPRD 
Kota Palu, Dinas Pertani-
an dan Ketahanan Pangan 
(DPKP), Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan (Perin-
dag), Bulog, Asisten II Setda 
Kota Palu, serta sejumlah 
instansi terkait lainnya.

Dalam peninjauan terse-
but, Wakil Wali Kota Imelda 
berdialog langsung dengan 
para pedagang dan masy-
arakat untuk mengetahui 
kondisi harga serta pasokan 
bahan pangan di pasar. 

Dari hasil pemantauan, 
secara umum harga kebu-
tuhan pokok masih relatif 
stabil dan ketersediaannya 
mencukupi.

Namun demikian, terd-
apat beberapa komoditas 
yang mengalami kenaikan 
harga, di antaranya cabai 
rawit, ikan, dan telur. “Kami 
melihat secara umum kon-
disi harga masih aman dan 
pasokan tersedia. Hanya 
beberapa komoditas yang 
mengalami kenaikan,” ung-

kap wakil wali kota.
Meski ada kenaikan pada 

sejumlah komoditas, hasil 
sidak menunjukkan tidak 
adanya praktik penimbu-
nan barang oleh pedagang. 
Distribusi bahan pokok juga 
berjalan dengan baik sehing-
ga kebutuhan masyarakat 
tetap terpenuhi.

Menurut wakil wali kota, 
salah satu faktor yang me-
mengaruhi kenaikan harga 
adalah meningkatnya ke-
butuhan bahan pangan un-
tuk program MBG (Makan 
Bergizi Gratis) yang saat ini 
menyerap cukup banyak 
komoditas di pasaran.

Sebagai langkah antisi-
pasi, Pemerintah Kota Palu 
berencana segera meng-
operasikan Koperasi Mer-
ah Putih. Melalui koperasi 
tersebut, kebutuhan bahan 
pokok untuk program MBG 
nantinya akan dipasok se-
cara khusus sehingga tidak 
lagi mengambil langsung 
dari pasar tradisional.

“Dengan mekanisme ini, 
diharapkan harga di pasar 
tetap stabil dan tidak terlalu 
terpengaruh oleh kebutuhan 
program tersebut,” jelas wa-
kil wali kota.

Selain itu, Pemerintah 

DIALOG Wawali Imelda Liliana dengan pedagang di Pasar Masomba.Selasa (3/3/2026). FOTO PPID 
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Wakil Wali Kota Sidak Pasar, 
Cabe dan Ikan Masih Mahal

SULTENG RAYA- Wakil Wali Kota Palu, 
Imelda Liliana Muhidin, melakukan inspek-
si mendadak (sidak) di Pasar Tradisional 
Masomba pada Selasa (3/3/2026).

Kota Palu bersama dinas 
terkait dan berbagai mitra 
juga terus melakukan upaya 
pengendalian inflasi daerah 
melalui berbagai program, 
seperti pasar murah, Gera-
kan Pangan Murah (GPM), 
serta program Gade No-
lumako yang memberikan 

subsidi pada sejumlah ba-
han pokok.

Melalui langkah-langkah 
tersebut, pemerintah berha-
rap masyarakat tetap dapat 
memperoleh kebutuhan 
pangan dengan harga ter-
jangkau selama Ramadan 
hingga menjelang Idulfitri 

1447 H.
Pemerintah Kota Palu juga 

mengimbau masyarakat 
agar tetap berbelanja secara 
bijak dan tidak melakukan 
pembelian berlebihan, se-
hingga stabilitas harga dan 
ketersediaan bahan pokok 
dapat terus terjaga. ABS

SULTENG RAYA- Wali 
Kota Palu, Hadianto Rasyid, 
menerima kunjungan De-
wan Pengurus Wilayah 
Asosiasi Logistik dan For-
warder Indonesia (DPW 
ALFI/ILFA) Provinsi Su-
lawesi Tengah, pada Sela-
sa (03/03/2026), di ruang 
kerjanya.

Dalam pertemuan terse-
but, wali kota didampingi 
oleh Sekretaris Daerah Kota 
Palu, Irmayanti Pettalolo, 
Kepala Dinas Perhubungan 
Kota Palu, Trisno Yunianto, 
serta sejumlah pejabat ter-
kait lainnya.

Kunjungan DPW ALFI/
ILFA Provinsi Sulawesi 
Tengah ini dilaksanakan 
dalam rangka silaturahmi 
sekaligus berdiskusi dengan 
Pemerintah Kota Palu men-
genai sejumlah isu transpor-
tasi logistik.

Khususnya terkait jalur 
lintas truk pengangkut peti 
kemas di dalam wilayah 
Kota Palu serta beberapa 
hal lainnya yang berkaitan 
dengan kelancaran arus 
distribusi barang.

Dalam kesempatan ter-
sebut, Wali Kota Hadianto 
menyampaikan apresiasi 
dan terima kasih atas kun-
jungan jajaran asosiasi logis-
tik yang telah datang untuk 
berdialog secara langsung 
dengan pemerintah daerah.

Menurut wali kota, ke-
bijakan penataan jalur lintas 
kendaraan logistik, terma-
suk truk pengangkut kont-
ainer, merupakan langkah 
yang perlu diterapkan demi 
menciptakan ketertiban 
transportasi di dalam kota. 

Wali kota menyadari bah-
wa kebijakan tersebut mung-
kin menimbulkan berbagai 
tanggapan dari sejumlah 

pihak, namun langkah ter-
sebut tetap perlu dijalankan 
agar pemerintah dapat men-
getahui berbagai kelemahan 
yang perlu dievaluasi.

“Suka atau tidak suka, 
mau atau tidak mau, hal 
ini tetap akan kita terap-
kan. Kondisi seperti ini juga 
dialami oleh daerah-daerah 
lain, termasuk kota-kota 
besar. Kalau tidak kita terap-
kan, kita tidak pernah tahu 
di mana kelemahan yang 
perlu kita evaluasi,” ujar 
wali kota.

Wali kota menegaskan 
bahwa berbagai masukan 
yang disampaikan oleh pi-
hak asosiasi akan menjadi 
catatan penting bagi Peme-
rintah Kota Palu, sehingga 
kebijakan yang diambil nan-
tinya tetap memperhatikan 
kelancaran arus transportasi 
dan distribusi logistik.

Lebih lanjut, wali kota juga 
menekankan bahwa kondisi 
seperti ini pada akhirnya 
akan menyesuaikan seiring 
dengan penerapan kebijakan 
yang dilakukan. 

Menurut wali kota, apa-
bila penataan tidak segera 
dilakukan, maka perkem-
bangan kota juga akan ter-
hambat. “Kalau tidak seperti 
itu, kota kita tidak akan ber-
kembang. Oleh karena itu, 
langkah pertama yang kita 
lakukan adalah pembatasan, 
dan tentu saja tetap akan kita 
evaluasi,” tambah wali kota.

Selain itu, wali kota juga 
menyinggung persoalan dis-
tribusi bahan bakar minyak 
(BBM) bagi kendaraan ang-
kutan logistik. 

Wali kota menyebutkan 
bahwa kuota BBM pada 
d a s a r n y a  m e n c u k u p i , 
namun dalam praktiknya 
masih terdapat berbagai 

persoalan yang perlu diter-
tibkan.

Sebagai bagian dari pena-
taan tersebut, pemerintah 
mendorong agar SPBU yang 
berada di wilayah lingkar 
luar kota menjadi lokasi 
pengisian bagi kendaraan 
truk kontainer, sementara 
SPBU yang berada di dalam 
kota diprioritaskan untuk 
kendaraan kecil.

“Semua SPBU di wilayah 
dalam kota nantinya tidak 
lagi melayani truk kontai-
ner, seperti yang berada di 
Jalan Ponegoro, Pramuka, 
Moh. Yamin, dan wilayah 
dalam lainnya. SPBU yang 
berada di lingkar luar kota 
yang akan kita dorong untuk 
melayani kendaraan-kenda-
raan besar,” jelas wali kota.

Melalui kebijakan terse-
but, Pemerintah Kota Palu 
berharap tercipta kondisi 
kota yang lebih tertib, di-
siplin, serta mendukung 
kelancaran mobilitas masya-
rakat dan aktivitas ekonomi.

Di akhir pertemuan, wali 
kota juga membuka ruang 
bagi DPW ALFI/ILFA Pro-
vinsi Sulawesi Tengah untuk 
terus memberikan masukan 
yang konstruktif. 

Pemerintah Kota Palu, 
kata wali kota, akan meng-
kaji seluruh masukan ter-
sebut secara menyeluruh 
sebelum mengambil kepu-
tusan final terkait kebijakan 
penataan jalur transportasi 
logistik di Kota Palu.

Rencananya, Pemerintah 
Kota Palu akan melakukan 
pertemuan lanjutan den-
gan mengundang sejumlah 
pihak, termasuk dari pihak 
asosiasi logistik, SPBU, pi-
hak pergudangan, dan lain-
nya pada Kamis, 05 Maret 
2026 mendatang. ABS

SULTENG RAYA- Wali 
Kota Palu,  Hadianto Rasyid, 
didampingi Sekretaris Dae-
rah Kota Palu, Irmayanti 
Pettalolo menerima kunjun-
gan panitia Haul ke-58 Guru 
Tua Tahun 2026, pada Selasa 
(3/3/2026) di ruang kerja 
wali kota. 

Pertemuan tersebut ber-
langsung dalam suasana 
hangat dan penuh kekelu-
argaan sebagai bagian dari 
silaturahim sekaligus au-
diensi terkait persiapan pe-
laksanaan haul tokoh ulama 
besar di Sulawesi Tengah.

Dalam pertemuan terse-
but, panitia menyampaikan 
rencana kegiatan Haul ke-58 
Guru Tua tahun 2026 yang 
setiap tahunnya dilaksana-
kan pada bulan Syawal.

Haul tersebut merupakan 
peringatan wafat ulama kha-
rismatik pendiri Alkhairaat, 
yakni Habib Idrus bin Salim 
Aljufri, yang dikenal luas 
dengan sebutan Guru Tua. 

Kegiatan ini menjadi 
agenda keagamaan besar 
yang dihadiri ribuan jamaah 
dari berbagai daerah, baik 
dari Sulawesi Tengah mau-
pun luar daerah.

Dalam audiensi tersebut, 

panitia memaparkan sejum-
lah persiapan yang tengah 
dilakukan serta koordinasi 
dengan pemerintah daerah 
guna memastikan pelaksa-
naan haul berjalan lancar 
dan tertib.

Wal i  Kota  Hadianto 
menyambut baik rencana 
pelaksanaan haul tersebut 
dan menyatakan dukungan 
Pemerintah Kota Palu ter-
hadap kegiatan yang me-
miliki nilai sejarah, spiritual, 
serta mempererat ukhuwah 
umat Islam tersebut. 

Menurut wali kota, Haul 
Guru Tua bukan hanya kegi-
atan keagamaan, tetapi juga 
menjadi momentum mem-
perkuat persatuan masya-
rakat serta mengenang jasa 
besar Guru Tua dalam pen-
gembangan pendidikan dan 
dakwah Islam di kawasan 
timur Indonesia.

Pertemuan tersebut diha-
rapkan dapat memperkuat 
koordinasi antara panitia 
dan pemerintah daerah se-
hingga pelaksanaan Haul 
ke-58 Guru Tua tahun 2026 
dapat berjalan dengan baik, 
aman, dan memberikan 
manfaat besar bagi masya-
rakat. ABS

SULTENG RAYA– Dinas 
Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana 
(P2KB) Kota Palu kembali 
melaksanakan kegiatan Ge-
nRe (Generasi Berencana) 
Go To School yang kali ini 
digelar di SMP Al Azhar 
Mandiri Kota Palu, Selasa 
(3/3/2026). 

Kegiatan ini bertujuan 
meningkatkan pemahaman 
para siswa mengenai ber-
bagai persoalan yang kerap 
terjadi di kalangan remaja, 
seperti penyimpangan pe-
rilaku seksual (Seks Bebas), 
bahaya Napza (Narkoti-
ka dan Zat Adiktif), serta 
pentingnya pencegahan 
stunting sejak dini. Kegiatan 
tersebut secara resmi dibuka 
oleh Kepala Dinas P2KB 
Kota Palu, Ridwan Mustapa. 
Dalam sambutannya, ia me-
nekankan pentingnya eduk-
asi bagi remaja agar mampu 
mengambil keputusan yang 
tepat dan bertanggung ja-
wab dalam menjalani masa 
pertumbuhan.

Menurutnya, remaja me-
rupakan calon orang tua 

di masa depan yang perlu 
memahami berbagai risiko 
yang dapat memengaruhi 
kesehatan dan masa depan 
mereka. 

Ia menyampaikan bahwa 
pemahaman mengenai peri-
laku seksual berisiko, baha-
ya penyalahgunaan Napza, 
serta pencegahan stunting 
menjadi bekal penting agar 
generasi muda dapat men-
jaga kesehatan diri dan 
merencanakan kehidupan 
berkeluarga secara matang. 
“Program Generasi Beren-
cana merupakan langkah 
strategis untuk mewujudkan 
remaja yang berkarakter, be-
rencana, dan berdaya saing. 
Remaja adalah aset bangsa, 
dan di tangan merekalah 
masa depan Kota Palu dan 
Indonesia akan ditentukan,” 
ujar Ridwan Mustapa.

Dalam sesi penyampaian 
materi, Duta GenRe Kota 
Palu 2025, Ananda C. Putra 
dan Michael Harvest Rory 
Rumambi, bersama Kepala 
Bidang Ketahanan dan Ke-
sejahteraan Keluarga Dinas 
P2KB Kota Palu, I. Komang 

Gd. Woliantara, memberi-
kan edukasi secara interaktif 
dan komunikatif. 

Para siswa mendapat-
kan penjelasan mengenai 
dampak negatif seks bebas 
terhadap kesehatan dan 
masa depan, risiko pen-
yalahgunaan narkotika ter-
hadap kondisi fisik maupun 
mental, serta pemahaman 
mengenai stunting sebagai 
kondisi gagal tumbuh pada 
anak akibat kekurangan gizi 
kronis.

Dalam pemaparannya 
juga dijelaskan bahwa re-
maja perlu memahami isu 
stunting karena upaya pen-
cegahannya dimulai sejak 
sebelum menikah dan sebe-
lum kehamilan terjadi. 

Remaja putri diharapkan 
menjaga kesehatan serta 
asupan gizi sejak dini agar 
kelak dapat melahirkan ge-
nerasi yang sehat dan bebas 
stunting. 

Sementara itu, remaja la-
ki-laki juga memiliki peran 
penting dalam mendukung 
pola hidup sehat dan peren-
canaan keluarga yang baik.

Kepala Sekolah SMP Al 
Azhar Mandiri Kota Palu, 
Yuniar t i  H .  Tunekon , 
menyampaikan apresiasi 
atas pelaksanaan kegiatan 
tersebut. 

Ia berharap para siswa 
dapat memahami dengan 
baik materi yang telah dibe-
rikan dan menjadikannya 
sebagai pengetahuan yang 
bermanfaat dalam kehidu-
pan sehari-hari.

Ia juga berharap para sis-
wa tidak hanya memahami 
materi yang disampaikan, 
tetapi mampu membagikan 
informasi tersebut kepada 
teman-teman sebaya mere-
ka sehingga manfaat dari 
kegiatan ini dapat dirasakan 
lebih luas.

Melalui kegiatan GenRe 
Go To School ini, Dinas 
P2KB Kota Palu menegaskan 
komitmennya dalam mem-
bangun generasi muda yang 
sehat, cerdas, dan memiliki 
perencanaan masa depan 
yang baik, sebagai bagian 
dari upaya mewujudkan ge-
nerasi emas yang berkualitas 
di masa mendatang. ABS

P2KB Palu Gelar GenRe Go To School

DINAS P2KB Palu kunjungi SMP Al Azhar Mandiri Kota Palu, Selasa (3/3/2026). FOTO PPID KOMINFO PALU

KUNJUNGAN Pengurus DPW ALFI/ILFA Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (03/03/2026). FOTO 
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Pemkot Palu Bakal 
Atur Ulang Lintasan 

Kontainer di Dalam Kota

KUNJUNGAN rombongan panitia Haul ke-58 Guru Tua Tahun 
2026 Selasa (03/03/2026). FOTO PPID KOMINFO PALU

Panitia Haul Guru Tua Sampaikan 
Kesiapan ke Wali Kota Palu


